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dan dicinta karena Allah SWT.

Ucapan terima kasih untuk Allah SWT sang pemilik cinta yang
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 h/w/1987 tanggal 10

September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa

penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Trdak dilambangkan
&l Bz b be
- Ta t te
25 58 8 es (dengan titik di atas) |
Jim j je
G —
: ha h ha (diengan titik di bawah)
: Kha kh ka dan ha
C
4 Dal d de
3 zal z zet {dengan titik di atas)
_ Ra r er
-
3 Zak Z zet ]
o Sin s €s
o Syin sy es dan ye
o sad § es (dengan titik di bawah)
o dad d de (dengan titik di bawah)
1, ta t te (dengan titik di bawah)
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5 za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain S komma terbalik ke atas
-f.'. Gain g ge
S Fa f ef
3 Qaf q ki
# Kaf k
J Lam ] el
¢ Mim m em
2 Nun n en
3 Wawu w we
& Ha I h ha
: hamzah ' apostrof
S [ ya y ye
2. Vokal

1) Vokal tungga! (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah a a
— kasroh i i
-— dammah u u
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Contoh: &3~ — kataba

Jad - fa‘ala

2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

kg - yazhabu

J= —su'ila

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
' - Fathah dan ya ai adan i
3= Fathah dan au adanu
& wawl
Contoh: Ji$" - kaifa J}-b — haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliierasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
I T fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
t,r;_ﬁ kasrah dan ya T i dan garis di
E atas
dammah dan a u dan garis di
M wawu atas
SIS
Contoh;
J5 - qala )8 - qila
L)~ Fama Jsds — yaqiilu




4. Ta Marbittah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua;

1} Ta marbitah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan havakazr fathah, kasrah dan
darnmah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbufah mati
Ta marbitah yang mati atau mendapat harakat sulkun, transliterasinya
adalah /.

3) Kalau pada suatu kate yang akhir katanya fa marbi#ah diikuti oleh kata
yang ménggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbufeh itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:
s YV 4y, Raudah al-A:fal
H J};_u a4l al-Madinah al-Muomsawwarah
ilb Talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan .Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L:-":] - l'ﬂbbﬂ.nﬁ

J% — nazzala
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu Ji, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syemsyivyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesumi dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai demgan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun humf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan derigan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:
Jeit - ar-rajulu
~Adll - al-galamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikam dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ja dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:

Hamzah di awal Jﬂ akala

Hamzah di tengah o )-3-1'-[5 ta'khuziina

Hamzah di akhir i an-naun’u
Penulisan Kata

Pada dasamya setiap kata, baik fi’il, isim maupun hmruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataw harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Nanmun penulis memi-lih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
Collet b Bl Ol : wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Ol g}._ﬂ'. PUAT : fa aufu al-kaila wa al-mizzna
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AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilam Purwokerto)
Ibou Farobi
Program Studi S1 Muamalah Jurusan Syari’ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pmrwokerto

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknik modem dalam kehidupan manusia
bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat diisebabkan kecelakaan
diluar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat
perlindungan terhadap kerugian vang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini
merupakan suatu pemikiran sosial. Sebagai langkah pertamna menuju kesatuan
sistem jaminan Sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang
dimaksud, dapatlah diadakan sumbangan wajib bagi para penumpang.
Pembayaran sumbangan wajib yang dilakukan seolah-olah memaksa tanpa adanya
kehkendak dan kesepakatan dari perusahaan asuransi dan peserta asuransi, namun
apakah dalam pelaksanaan akadnya sudah sesuai dengan Hukum Islam, penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap
akad yang dilakukan dan prosedur pelaksanaan asuransi yang dilakukan di PT.
Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan ((field research) yang
sumber datanya diperoleh dari data lapangan, vang berkaitan dengan pokok
bahasan. Pendekatan penclitiannya menggunakan metode analisis deskriptif,
Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan tentang: gambaran umum PT.
Jasa Raharja dan sistem operasionalnya. Dalam mengamalisis permasalahan,
digunakan metode analisis isi (content analisis) terhadap akad vang dilakukan di
PT, Jasa Raharja menurut Hukum Islam

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, Akad aswransi kecelakaan lalu
linias tidak dapat dimasukkan atau digiyaskan kepada salath satu akad muamalsh
yang ada, tetapi merupakan bentuk perjanjian baru di dalam hukum Islam bukan
merupakan mudarabah. Asuransi kecelakaan lalu lintas mempunyai bentuk dan
cara tersendiri, ia sccara utuh berdiri sendiri dengan segala apa yang ada padanya
yang berjiwa sosial dengan tidak bertentangan dengan hukwm Islam dan prinsip-
prinsip hukum Islam, dan dalam pelaksanaannya PT. Jasa Raharja Perwakilan
Purwokerto mengikuti prosedur yang telah ditentukan berdasarkan UU No. 33 dan
34 Tahun 1964 tentang dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai wujud
tanggung jawabnya yang didalamnya terkandung banyak manfaatnya. Sehingga,
asuransi kecelakaan lalu lintas menurut pandangan hukum Islam adalah
diperbolehkan.

Kata Kunci  Akad, Asuransi, Hulum Islam
Tanggal Munagasyah : 6 Juli 2011

Pembimbing : Drs. H. Syufa’at, M.Ag,
Penguji I : lin Solikhin, M.Ag

Penguji 11 : Marwadi, M.Ag
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A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi
dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan
secara nyata di era modern. Keselamatan jiwa benar-benar membutuhkan
scbuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga
secarz psikologi, ketenangan dan Kketentraman dapat dinikmati selama
melakukan aktifitas hidupnys, disamping resiko vyang sclama ini
dikhawatirkan dapat ;iihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi suam
yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan musibah dalam
aktiviias hidupnya, Maka pilihan yang tepat terdapat pada lembaga yang
bemama asuransi,

Seiring dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia
bermasyarakat, terkandung bahaya vyang kian memingkat disebabkan
kecelakaan di luar kesengajaannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus
mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko
demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, OBeh karena keadaan
ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat
mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu

usaha ini dilakukan secara gotong-royong.
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Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan
dana-dana yang cara pengumpulannya dilakukan dengam mengadakan iuran-
iuran wajib, dimana akan dianut bahwa yang dikenakan Iuran Wajib tersebut
adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang
hasil pengumpulannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan
rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu
menjadi pokok tujuan, sehingga lebih melihat kepada rakyat banyak yang
mungkin menjadi korban resiko-resiko teknik modern, diaripada kepada para
pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu
dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan sosial kontrol.

Sebagai langkah pertama menuju kesatuan sisteﬁl jaminan Sosial
(social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah
diadakan Sumbangan Wajib bagi para penumpang-penumpang dari kendaraan
bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerpangan
nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasicmal.’

Berdasarkan observasi awal yang pentlis lakukan di PT. Jasa Raharja
(Persero) Perwakilan Purwokerto yang beralamatkan di JI. Jend. S. Parman
No. 82A. Penulis telah melakukan observasi singkat yamg berkaitan dengan
PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja (Persero) berfungsi sebagai
Asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah atau Instansi yang ditunjuk oleh
pemerintah. Pelaksanaan Asuransi Jasa Raharja yaitu berdasarkan Undang-

undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, yang diberikam pada kecelakaan

' Salinan Penjelasan Atag Undang-Undang No. 33 Tahum 1964 Tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang,




Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau,
Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara dan kecelakaan lalu lintas jalan.
Pembayaran sumbangan wajib yang dilakukan memaksa tanpa adanya
kehendak dan kesepakatan dari perusahaan asuransi dan peserta asuransi,
setiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang
perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/ pelayaran
nasional, untuk tiap perjalanan  wajib membayar suatu sumbangan.?
Sumbangan wajib juga dibayarkan kepada tiap pemgusaha/pemilik alat
angkutan lalu lintas jalan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan? ‘
Dalam Islam asuransi berdasarkan konsep fskafirf yang merupakan
perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Untuk itu
harus ada suatu persetujuan dari para peserta fakafif untuk memberikan
sumbangan keuangan scbagai derma (7abarrir) karena Allah semata dengan
niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah® Selain itu, dalam
Islam pelaksansan asuransi menghindarkan adanya transaksi-transuksi yang
didalamnya mengandung unsur garar, riba, batil dan riswah® Dengan
demikian pelaksanaan asuransi dalam Islam murni adalah sebuah akad tolong

menolong. Sebagaimana firman Allah :

? Salinan Peraturan Pemerintzh No. 17 Tahun 1965 Tentamg Ketentuan-ketentuan
Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kacelakaan Penum pang pasal 2.

7 Salinan Peraturan Pemerintah No. 18 Tshun 1965 Tentamg Ketentuan-ketentuan
Pclaksanaan Dana Kecelekaan Lalu Lintas Jalan, pasal 2.

* Widyaningsih, Bank dan Asuransi Isiam di Indonesia, (Jakartta: Kencana, 2005). hal.
227,

* Abdul Ghofur, Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dam Operasionalisasinya di
dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: UTI Press, 2007).khal. 87,
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu medanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-budan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id,
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan
Janganlah sekali-kali kebencian{mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Magjidilharam, mendorongmu berbuat
aniaya (kepade mereka). dan tolong-menolonglah  kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolomg-menolong dalam
berbual dusa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah ; 2)

Dari perbedaan dua konsep di atas penulis menganggap ada
probicmatika yang perlu ditelaah tentang aspek-aspek hukum yang berbeda
dari kedua konsep tersebul, pelaksanaan asuransi jasa raharja adalah sebuah
bentuk asuransi sosizl yang pembayaran preminya tidak diketahui oleh
penggunanya sccara langsung. Artinya bahwa dalam pelaksanaannya,
pengguna asuransi tidak melakukan akad secara langsung. Hal tersebut,
menjadi sebuah problematika karena konsep asuransi Islam berdasarkan
konsep tolong-menolong, akan tetapi pelaksanaan akadinya harus dilakukan
secara langsung. Sebagaimana pembayaran dana yang dilakukan oleh asuransi

Jasa raharja kepada korban kecelakaan.




Dari hal-hal yang penulis sampaikan diatas, maka ada permasalahan
yang menarik untuk diteliti, apakah akad yang dilakukan oleh PT. jasa raharja
(Persero) sudah sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena hal tersebut penulis
sclanjutnya tertarik untuk meneliti "Akad Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
PT. Jasa Raharja (Persero) Perspektif Hukum Islam (studi pada PT. Jasa

Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah, maka
dapat dirumuskan pc:ll'masa]ahan,
1. Bagaimana pelaksanaan akad dan prosedur pemberian santunan yang
dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan prosedur santunan asuransi kecelakaan
lalu lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto dalam

Perspektil Hukum [slam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian f
Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan:
a, Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan prosedur pemberian santunan
PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan prosedur santunan pada PT.

Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto perspektif Hukum Islam

T e e r—— SRR e e e ————




2. Manfaat Penelitian
a. Mamahami proses pelaksanaan akad dan pemberian santunan pada PT.
Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto menurut Hukum Islam
b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai media
informasi dan kajian ilmiah bagi mahasiswa guna menambah khasanah

kepustakaan ilmiah yang terkait dengan hukum JIslam.

D. Telaah Pustaksa

Gemala Dewi Dalam bukunya Hukum Perikatan Isiam Di Indonesia
menjelaskan perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum
Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap penyajiannya. Pada Hukum
Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua
(merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan padz KUH
Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap
yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A, Gani
Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling
membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam
tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan

dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah “aqdu (perikatan).®

“ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2005), hal. 47,

BT P— -~ e ———————



Muhaimin Iqbal Dalam bukunya Asuransi Umum Syariah Dalam
Praktit mengatakan bahwa gara>r atau ketidakpastiam diharamkan dalam
kontrak asuransi syariah baik itu dalam kontrak, harga, metode, jumlah dan
waktu pembayaran antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.”

Dalam bukunya Asuransi Syariah (Life and General) menerangkan
akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan
qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang
berpengaruh pada obyek perikatan™.®

Keberadaan lembaga esuransi masih menjadi perdebatan dikalangan
ulama. Para ularha yang membahas asuransi beranggapan bahwa asuransi
merupakan masalash yang belum pemnah dikenal sebelumnya, sehingga
bukuinnya yang khusus tidak ditemukan dalam figih Islam. Berbagai pendapat
ulama yang menaruh perhatian terhadap masalzh asuransi ini dapat dijumpai
baik dalam bentuk fatwa, buku-buku dan lain sebagainnwa.” Buku "Asuransi
Daiam Islam™ karya Muhammad Maslehuddin menyebutkan bahwa sampai
sekarang masih terjadi pertentangan pendapat akan sahnya asuransi dipandang
dari sudut hukum Islam, mereka ada yang menentang demgan menganggapnya

sebagai haram, karena mercka menganggap asuransi itu berbahaya, tidak adil

? Muhaimin Igbal, Asuransi Uman Syarizh Dalam Praktik, (Jakerta; Gema Insani Press,
2005). hal, 27,

* Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2004). hal, 39.

* &ri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Aswramsi, cet, 4 (Jakarta: Sinar
Grafiks,2001), hal. 4
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dan tidak pasti dengan berbagai macam alasan. Sementara para cendekiawan
muslim modern berpendapat bahwa asuransi dibolehkan dialam Islam.®

Dalam bukunya Fuad Mohd Fachruddin yang berjudul "Riba Dalam
Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuramsi”. Dalam bab asuransi buku ini
membahas jenis-jenis asuransi dan hukum asuransi diperbolehkan oleh agama.
Sebab menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak, rasa persaudaraan dan
ikatan lahir yang sama dalam bertanggungjawab.'’ Dalam bukunya Hasan Ali
yang berjudul "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Iskam Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis dan Praktis”, juga disebutkan asuransi dalam
tinjauan hukum Islam yang berdiri dari nilai filosafis asuransi syariah yaitu
dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerja sama dan proteksi terhadap
peristiwa yang membawa kerugian, landasan asuransi syariah, prinsip dasar
asuransi syariah, akad yang membentuk asuransi syariah dan pendapat ulama
tentang asuransi syariah.'?

Murtadha Muthabari dalam bukunya “Pandamgan Islam Tentang
Asuransi dan Riba" menyatakan bahwa asuransi memiliki tujuan logis.
Seseorang mengambil jeminan dan apabila terjadi kesusahan atau terjadi
kecelakaan ia juga akan memperoleh uang, maka yang dikayarkan nasabah ini
bukan yang disebutkan dalam ayat “Dan jangalah sebagian kamu memakan

harta sebagian yang lain diantara kamyu dengan Jalam bathil, dengan jalan

' Muhammad Maslehuddin, Asuransi Dalam Isiam, Penerjemah Wardana, (Jakaria:
Bumi Aksara, 1997), hal, 123

" Fuad M. Fuchruddin, Riba Dalam Bank, Keperasi, Perseroan alan Asuransi, (Bandung:
Al-ma’arif, 1993), hal. 201

'* Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tenjauan Analisis Historis,
Teoritis dan Praksis, (Jakaria: Kencana, 2004), hal, 97-141




apapun” namun terdapat khusus riba itulah yang memiliki etentisitas didalam
asuransi tersebut. Hal ini terjadi didalam asuransi jiwa, ketika perusahaan
asuransi mengambil premi padahal tujuannya adalah memgumpulkan uang dan
mengembangkannya dalam praktek riba, sedangkan asuransinya sendiri haya
pekerjaan sampingan.'?

Penelitian tentang “Akad Asuransi Jasa Raharja Perspektif Hukum
Islam” sebelumnya belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Meskipun demikian, ielah ada karya tulis yang disusun oleh Yoni Setiawan
yang meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jamingn Asuransi
Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dwnic (Studi kasus di
PD, BPR BKK -Purwajmz;i ". Pembahasan dalam karyanya lebih menckankan
pada pertanggungan dan Jaminan Asuransi dalam Pandangan Islam.'*

Machrom pernah meneliti tentang "Studi Perbandingan Antara Sistem
Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensionad (studi kasus di PT.
Asuransi Tukaful Keluarga Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih
Jaya Purwokerto)”, Penelitian ini memiliki sedikit relevansi terhadap obyek
permasaiahan di atas. Dalam pembahasannya Machrom: lebih menekanan

asuransi jiwa menurut asuransi takaful.!®

" Murtadha Muthahadi, Pandangan Islam Tentang Asuransi dar Riba, Penerjemah Irwan
Kurniawan, cet. 1. (Bandung: Pustaks Hidayah, 1995), hal, 281.

" Yoni Setiawan, Tinjauar Hukum Islam Terhadap Jaminam Asuransi Jiwa Sebagai
Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia (Studi kasus di PD. BPR BKK Purwojati)® Skripsi
Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: STATN Purwokerio,2004).

"* Machrom, Studi Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem
Asuransi Komvensional (studi kasus di PT. Asuronsi Takaful Kelugrga Yogyakaria dan PT.
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto), Skripsi Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: STAIN
Purwokerto,2004).
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Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islans Terhadap Asuransi
Beasiswa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bunuiputera {912 cabang
Purwokerto)” karya Nur Fitri Yuliani menerangkan ketetapan hukum terhadap
asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang
Purwokerto.!® Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam
penelitiannya lebih menekankan pada pelaksanaan akad asuransi yang
dilakukan dalam PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto menurut

Hukum Islam.

E. Metodé Penelitian

Sebagai bahan acuan untuk menentukan t-ahapan-tahapan dalam
penyusunan skripsi dan usaha pencapaian kesempurnaam, maka metode yang

penulis gunakan meliputi;

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini
merupakan jenis penelitian lapangan (field research) penyusun akan
mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan,
masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obryyek penelitian untuk
mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti."”

Dzlam hal ini peneliti akan mendatangi langsung PT, Jasa Raharja

" Nur Fitri Yuliani, “Tinjauan Hukum Isiam Terhadap Asuransi Beasiswa” (Studi Kasus
pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Purwokertg) ", Slkripsi Tidak Diterbitkan.
(Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

"7 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, cet. 5, (Jakarta: Reajawali, 1990), him, 23.
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(Persero) perwakilan Purwokerto untuk mengetahui bagaimana cara akad
dalam penggunaan asuransi jasa reharja.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah PT. Jasa Raharja {Persero) Perwakilan
Purwokerto yang terletak di JI. S. Parman No. 82A. Purwokerto. 53116.
Alasan pemilihan PT. Jasa Rahatja (Persero) Perwakilan Purwokerto
sebagai lokasi penelitian karena PT. Jasa Raharja {(Persero) Perwakilan
Purwokerto adalah salah satu asuransi yang menyediakan jasa asuransi
kecelakaan,
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah teknik yang dilakzkan dengan cara
melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas
fenomema-fenomena yang diselidiki.'® Penulis akan melakukan
observasi langsung berkenaan dengan praktek asuransi di PT. Jasa
' Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.
b. Wawancara
Wavzancara adalah metode pengumpulam data dengan jalan
tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan
berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.'”” Proses wawancara
dilakukan dengan beberapa pihak dari PT. Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Purwokerto yang berkompeten dengam permasalahan yang

'* Burhan Asofa, Metodologi Penefitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 58.
" Sutrisno Hadi, Meradologi Research 11, Jilid 2, cet. 25, (Yogyakaria: Andi Offset,
2000), him. 193,



12

sedang diteliti. Adapun wawancara akan dilakukan dengan Bapak
Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Purwokerto, dan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung
Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.
¢. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data memgenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan
sebagainya.” Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data
dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis
tentang pelaksanaan perfjanjian delam penggwnaan jasa asuransi
kecelakaan.

4, Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu,” Dalam ha} ini data-
data yang didapat dari observasi. wawancara maupun dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder merupakan data yamg menunjang dan
mendukurg data primer adalah merupakan data yang terlebih dahulu
dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang iuar dari penyidik walaupun
sesungguhnya asli.** Dalam hal ini peneliti akan memperoleh datz dari
buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), him. 231,

*' Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ifmiak Dasar, Metode dan Teknik, Edist
VII, (Bandung: Tarsito, 19943, hlm. 134.

2 Ibid, him. 134.
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a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah analisis yamg bertujuan untuk
memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data
variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak
dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.” Metode ini peneliti gunakan
untuk mendeskripsikan tentang gambaran umumm PT. Jasa Raharja
(Persero) Perwakilan Purwokerto
b. Content Analysis (Analisis isi)
Comtent  Analysis adalah metode yamg dilakukan untuk
mengungkapkan isi sebuah buku.** Metode ini pesulis gunakan untuk ’
menémmgkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data vang ada

kaitannya dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasap
Agar ponulisan dan pembahasan skripsi ini Bebih sistematis dan
terarah, maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yang dapat dijelaskan
sebagali berikut:
Bab I yang memuat pendahuluan, berisi tentang dasar-dasar pokok
pikiran sebagai landasan awal penelitian, Didalammya mencakup latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manffaat penelitian, telaah

* Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. 4, (Yogyakarta: Pusiaka Pelsjar, 2007),
him. 126.

* Socjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Perggenalan dan Penerapan,
eet. 1, (Jakana: Rineka Cipta, 1999}, hlm, 14.
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pustaka, metodologi penelitian, kerangka penulisan dan sistematika
pembahasan.

Bab II membahas tentang Hukum Perjanjian Dalam Islam yang
meliputi orientasi umum tentang perjanjian dalam Islam, macam-macam
perjanjian (akad) asuransi dalam Islam dan Asas-asas perjanjian (akad) dalam
hukum Islam.

Bab [II membahas tentang gambaran umum PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Purwokerto, sciarah berdirinya, visi dan misd, struktur organisasi,
fungsi dan kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero)., Kemudian pelaksanaan akad
asuransi kecelakaan lalu lintas PT. Jasa Raharja {Persero) Perwakilan
Purwokerto. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan l-.alu Lintas pada PT. Jasa
Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto yang mecliputi: Syarat-syarat
Nasabah Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Akad Perjanjian Asuransi
Kecelakaan Lalu Lintas, Isi Polis Asuransi Kecelakaan Laiu Lintas, Sistem
pembayaran dana dan sumbangan, Prosedur Santunan/ganti rugi, dan arti
penting klaim asuransi kecelakaan lala lintas,

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini, menjelaskan
tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad yang
dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerlo, dan
bagaimanakah prosedur santunan Asuransi kecelakaan kalu lintas di PT, Jasa
Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa

penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB II

ORIENTASI UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM ISLAM
A. Pengertian Akad/Perjanjian
Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti:'
5 n n 3l i L (9 Uy s o) L Uy 5 S o g 020} il el (a0 gl
“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara myata maupun ikatan
secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Kata agd dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat Akad
dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatam, pengkokohan dan
penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makma secara bahasa ini
sangat sesuai sekali, kalangan ulama figh menyebutkan akad adalah setiap
ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan wang ada kecocokan,
sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang
keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "hubumgan antara 7j#5 dan
gabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh
secara langsung.” ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan
yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai
hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudiam dua keinginan itu
dinamakan Jab dan gabal’

Istilah "perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam

tukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-'agd, yamg berarti mengikat,

80,

! Wahbah az-Zuhdill, al-Figh al-Isiimi wa Adillatub,, {Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), IV:

? Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalar, (Jakarta; Amzah,2010), hal. 15-17

15
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menyambung dan menghubungkan (ar-rabr). Sebagai suatu istilah hukum
Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad {perjanjian):

a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad mexupakan, “pertemuan
ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain
yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”

b. "Pertemuan Ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak
atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya™*
Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, perfama, akad

merupakan keterkaitan atau pertemuan Jjgb dan gabu/ yang berakibat
timbulya akibat hukum. Jjab adalah penawaran yarg diajukan oleh salah satu
pihak, dan gabuof adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad
sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang petanma. Akad tidak terjadi
apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama
lain kareria akad adalah keterkaitan kehendak kedua pahak yang tercermin
dalam fjab dan gabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad
adalah pertemuan jjab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan
gabul yang menyatakan kehendak pihak lain,

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.
Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang
hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum

akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm - ‘agd). Tujuan akad

* Syamsul Anwar, Hukun Perjanjian Syariah, (Jakarta, PT. Rajs Grafindo Persada,
2007), hal, 68.
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untuk akad bemama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum
Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bemama ditentukan oleh
para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad
bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:
1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa mmbalan (at-ramlik);
2. Melakukan pekerjaan (al-'amal);
3. Melakukan persekutuan (al-isyeirak);
4, Melakukan pendelegasian (al-tafwidh);
5. Melakukan penjaminan (ar-tautsig)
B. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian . : '
a. Ruicun—nlkun akad
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan
yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaxn
masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak kag dan itijar
yang diwujudkan oleh akad, adapun rukun-rukun akad ialah sebagai
berikut;®
1} 'Agid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari baberapa orang.
2) Ma'qud 'aiaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah
(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang

dalam akad kafzlah,

Y Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada.2008). hal. 46.
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3) Maudi’ al’aqd ialah tujuan atau maksud pokak mengadakan akad.

Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) Sigat al-'agd ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang

1)

2

3)

berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya
tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan
ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. STeat tersebut biasa disebut
ifab dan gabul® Jjab jalah permulaan penjelasan yang keluar dari
salah seorang yang berakad sebagai ganbaran kehendaknya dalam
mengadakai akad, sedangkan ggbuf ialah perkataan yang keluar
dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya 7jab.
Hal-hal yag harus diperhatikan dalam $7gat al- ‘agd ialah:
STgat al-'aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam 7#b dan
gabul hams jelas dan tidak memiliki pengertian lain.
Harus besesuaian antara jjab dan gabul. Tidak boleh antara yang
berijab dan yang menerima berbeda lafazh. Adanya
kesimpangsiuran dalam 7#b dan gabu/ akan menimbulkan
persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan
dengan fs/ab diantara manusia.
menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang
besangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-

takuti oleh orang lain karena dalam tijarah haus saling ridha.

b. Syarat-syarat Akad

* Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), hal, 46,
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Setiap pembentuk 'ogd atau akad mewnpunyaisyarat yang
ditentukan syara’ yang wajib dissmpurnakan, syarat-syarat terjadinya
akad ada dua macam.

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib

sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Z2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarata-syarat yang
wjudnya wajib ada dalam berbagai sebagian akad. Syarat khusus
ini bisajuga disebut syarat idaff (tambahan) yang harus ada di
samping syarat-syarat yang wmum.

| Syarat-syarat umum yal;g harus dipenmhi dalam berbagai
macam akad.

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bextindak (ahli). Tidak
sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperi orang gila,
orang yang berada dibawah pengampuan (meahjir) karena boros
atau yang lainnya.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukam oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang
memiliki barang.

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli
musamalsh,

5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidiaklah sah bila rahn

dianggap sebagai imbangan amanah.
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6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi gdbu/. Maka
bila orang yang berijab menarik kembali Jiabnya sebelum gabul
maka batallah ffanya.

7) Ijabaya dan gabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang
berijab sudah berpisah sebelum adanya gabmi, maka b tersebut
menjadi batal.

C. Berakhirnya Suatu Akad/Perjanjian
Berakhimya akad. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad akan
dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

2. Berakhirnya masa berlaku aked itu, apabila akad itm memiliki tenggang
waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya
tidak mengikat.

¢ Delam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap
berakhir jika: u) akad it fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan
szlah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; b) rukyah: c) akad itu
tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan d) tercapainya tujuan
akad tersebut sempumna.

d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad, Tetapi ulama fikih
menyatakan, bahwa tidak semua akad otomatiis berakhir dengan
wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dapat
berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad

diantaranya adalah akad sewa-menyewa, ratwm, kafdish, syirkah
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(perserikatan dagang), al-wakalah dan muzara’ah Akad juga akan
berakhir dalam bai'al-firdif (suatu bentuk jual beli yang keabsahan
akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak
mendapat pesetujuan dari pemilik modal.®
D. Asas-asas Akad/Perjanjian dalam Hukum Islam
1. Asas fbahah (mabda’ ei-fbahak)

Asas jbahah adalah asas umum hukum Kslam dalam bidang
muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dallam adagium “pada
asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang
melarangnya " Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku
;1alam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan
ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah
bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah. Sebaliknya,
dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya, yaitu
baiiwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjamg tidak ada larangan
tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengam tindakan hukum,
khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan
perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus
mengenai perjanjian terssbut,

2. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyah at-Ti 'aqid)
Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip

hukum yang menyatakan bahwa sctiap orang diapat membuat akad

¢ Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariak, (Yogyakarta: Ull Press,
2009), hal. 32-33.

ey e e e k. D
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Jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama wang telah ditentukan
dalam Undang-undang Syariah dan memasukkam klausul apa saja ke
dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh
tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Namun
demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yamg berbeda terdapat
perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut.
Nas-nas al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw serta kaidah-kaidah hukum
Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan
berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih
Jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadmp asas /bahah dalam
muamalat. -
3. Asas Konsensualisme (mabda’ ar-Rada’fyyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu
perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepaiat antara para pihak
tanpa perlu dipenuhinya formaiitas-formalitas tertentu. Dalam hukum
Islam pada umizmnya peijanjian-perjanjian itu bersitat konsensual.

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadist terdapat bamyak perintah agar
memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih. "perimtah itu pada asasnya
menunjukkan wajib", Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib

dipenuhi. sebagaimana disebutkan :
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"Dan janganlah kamu memperlegarkan harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang sebaik-baiknya, sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sebab
Janji itu akan diminta pertanggungan jawabnya™ Q8. Al-isra’ ; 34
5. Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazin f1 al-Nu’awadsh)
Meskipun secara faktual jarang terjadi kesemmbangan antara para
pihak dalam transaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap
menckankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan
| apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas
kesehnbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa
vang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang
mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas
keseimbarngan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan
terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep rilra hanya debitur yang
memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas
sama sekali dan harus mendapat proseniase tertentu sekalipun pada
saat dananya mengalami kembalian negatif.
6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat
oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarsf) atau

keadaan memberatkan (masyagah). Apabila dalam pelaksanaan akad
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tejadi  suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui
sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak
bersangkutan sehingga menberatkannya, makai kewajibannya dapat
diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
7. Asas Amanah
Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa mnasing-masing pihak
haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak Jainnya dan
tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi kctidaktahuan
mitran_ya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi
yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatw keablian yang amat
spesialis dan profesionalime yang tinggi sehingga ketika
ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak
mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung
kepada pihak yang menguasainya. Dalam kaitan ini dalam hukum
peganjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang
menguasainya untuk memberi informasi yang sefujurnya kepada pihak
lain yang tidak banyak mengetahuinya.
8. Asas Keadilan.
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwwjudkan oleh semua

hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah

Alquran yang menegaskan, "berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
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kepada tagwa”. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat
oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad dEtutup oleh satu pihak
dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan
negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad tersebut
telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam
pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat
baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer
telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah

oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itw. _ .
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PELAKSANAAN AKAD PADA PT. JASA RAHARJA (Persero) -
PERWAKILAN PURWOKERTO
A. Deskripsi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto
1. Scjarah Berdiri dan Dasar Hukum
Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas diari adanya peristiwa
pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

(PP) No.3 tahun 1960, jo Fengumuman Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No.12631/BUM 11

tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi vang

ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian MNegara (PAKN) dan
sckaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan
sebagai berikut :

a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluyters & co,
setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika
Bhakti.

b. NV. Assurantic Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor
Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi
satu, dengan nama PAKN lka Dharma.

¢. NV. Assurantic Kantoor OWJ Schlencker, NV. Kantoor Asuransi
"Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan

nama PAKN lka Mulya.

26
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d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama
PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu
saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan,
Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. 294293/BUM I
tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung
dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya."
Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadii Perusahaan Negara
Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. Berdasarkan PP No.2 tahun 1965
dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang
PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru
dengan nama ‘“Perusahaan Negara Asuransi Kermgian Jasa Raharja”
dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33
dan Undang-Undang (UU} No.34 tahun 1964. Penumjukkan PNAK Jasa
Raharja scbagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan
dan Pengawasan Republik Indonesia No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret
1965.2

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja, Perubahan status ini dituangkan
dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan

; httpi/fwww, josaraharja co.id/page.cfm?id=1 diakses tanggal 1Januari 2011.
1hid,
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tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang. No.9 tahun 1969 tentang
Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.”

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No. 34 tahun 1978 dan
melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang
sclalu  diperpanjang pada setiap tahun dian terakhir No.
523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan Undang-Undang No.
33 dan Undang-Undang. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru
menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai
upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat
khususnya bagi mercka yang belum’memperoleh perlindungan dalam
lingkup Undang-Undang No. 33 dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964,
maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha
yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka
pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintalh No. 39 tahun 1980
tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi
Perusahzan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi
Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan
Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari
1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah serakhir dengan Akte

Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut

i Media Raharja Inspirasi Keselamatan Perjalanan Edisi Agustus: 2010, hal. 5.
Ibid.
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perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan
notaris yang sama.’

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang-undang No, 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terhitung maulai 1 Januari 1994,
Jasa Raharja melepaskan usaha nonwajib dan secur@y bond dan kembali
menjalankan program asuransi sosial yaitu pengelola pelaksanaan Undang-
undang No. 33 dan 34 Tahun 1964.°

Kembali menjalankan tugas pokok, jelas nmembuat jasa raharja
makin fokus memberikan pelayanan terbaiknya. Kimi jasa raharja telah
memiliki jaringan kerja yang luas dengan 1. kantor pusat, 28 kantor °
Lcabang, 58 kantor perwakilan, 30 kantor pelayanan, dan 402 petugas jasa
raharja di kantor pelayanan kantor bersama Samsat yeng tersebar di
seluruh ibukota Provinsi dan kotamadya/kabupaten.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemwnpang
tersebut. Dasar Hukum dari pada PT, Jasa Rahaja (Persero) adalah
sebagai berikut;

a. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang.

b. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu
Lintas.

¢. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakamn Penumpang.

: hiip:ivwww jasaraharia co,id/page.cfm?id=1 diakses tanggal 19anuari 2011.
Ihid,



30

d. Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 1965 tentang, Ketentuan-ketentuan
Pelaksanasan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

e. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

f. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Raya.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja Menjadi Peruszhaan
Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
62).

h. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian (LembaranrNegara Republik Indonesia Tahun
1992 No 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63
Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.
118 Tambahan Lembaran Negara No. 3681.

i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor | 76/M Tahun 2001.

J- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 337/KMK.001/198] tentang
Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Aswransi Jasa Raharja
untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalam,”

7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Tndonesia No. 415/KMK.06/2001 dan NO.
416/KMK.06/2001/Jakarts, hal. 2-8.
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2. Visi dan Misi
a. Visi
Menjadi perusahaan terkemuka di bidamg Asuransi dengan
mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan
Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat, *
b. Misi
Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja

1) Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan peylindungan dasar dan
pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

. 2) Bakti kepada M=gara, dengan mewujudkan kimerja terbaik sebagai
penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta
Bacan Usaha Milik Negara.

3) Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan
kepentingan agar produktivitas dapat tercapai :secara optimal demi
kesinambungan Perusahaan.

4) Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber

daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkuingan®

! hatp./twww jasarahariaco.id diakses tanggal 1Januari 2011.
? hup:/twww.jasaraharja.co.id. diakses tanggal 1Januari 2011.
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Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan

Purwokerto:
STRUKTUR ORGANISASI
PERWAKILAN PURWOKERTO
KEPALA PERWAKILAN
Rudy Julianto, SE, QIA.
'‘OR KANTOR BIDANG BIDANG BIDANG
AT | PELAYANAN TEKNIK - PELAYANAN KEUANGAN &
Sugiyono, SH Ilham A. Pohan KLAIM UMUM
Susilo A.Md. Fanny Monica
Pj Samsat Cilacap KASIR
Piks Brahmaditya MNova Yunitz, SE. |
P MOBILE SERYICE
SAMSAT PBG SAMSAT SAMSAT SAMSAT SAMSAT SAMSAT

BANIARNEGARA CILACAP MANEJANG WANGON KELILING

HADI SUGIAFTO AGUS HARYONG
NUR AL AZIZ EUDI ISTANTO FALZAL SUMARNO

PJ. SAMSAT PBG PL. SAMSAT RIR o~ R RAHMAN
P SAMSAT CLP SAMEA’
AGUS ARIEF DUDIONG i e gl
MUJAYANTO
PA SAMSAT PBG PA SAMSAT BJR
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4. Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero)

Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah
Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-umdang No. 34 tahun
1964 tentang juran dan sumbangan wajib untuk di pwpuk dan di himpun
dan selanjutnya disaluran kembali kepada masyarakat yang mengalami
kecelakaan, sebagai asuransi jasa reharja. Asuransi jasa raharja adalah
memberikan perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang
miengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manwsia dan asuransi ini
memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakasn.
Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacdt
sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.'°

Asuransi kecelakaan biasanya tidak memberikan jaminan atas
kerugian yang timbul selain dari kecelakaan lalu lintas darat, laut dan
udara, kegiatan pokoknya adalah schagai berikut :

a. Lembaga proteksi
Peranan sebagai lembaga yang memberikan proteksi inilah
yang merupakan peranan utama yang diberikan oleh lembaga asuransi.
Dapat kita bayangkan apabila lembaga asuransi ini tidak ada, maka
keamanan masyarakat terhadap harta benda dan jiwa dan kelangsungan
usahanya akan menjadi terganggu. Lebih lanjut, keamanan itu akan
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan ckonomi secara

keseluruhan,

'® Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggumg Jawab Pelayanan PT.
Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011,
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b. Sebagai lembaga keuangan

Pembangunan memeriukan suatu dana yang tidak sedikit. Guna
membiayai pembangunan suatu negara, maka dilakukan usaha-usaha
untuk memobilisasi dana yang dimiliki oleh masyarakat, agar
pemanfaatannya dapat dimaksimalkan. Guna memobilisasi dan
masyarakat, diperlukan suatu mekanisme serta lembaga yang menjadi
intermediary atau perantara antara pihak yang meemiliki dana dengan
pihak membutuhkan dana. Salah satu lembaga intexmediary yang dapat
meniembatani antara kedua belak pihak itu adalah asuransi. Oleh sebab
itu PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusalkaan asuransi milik
negara memobilisasi dana mésyramkat dengan «cara memupuk dan
menghimpun melalui iuran wajib bagi setiap penumpang angkutan
umum dan sumbangan wajib bagi pengusaha/pemilik kendaraan
bermotor saja.'!

Fungsi utama PT. Jasz Rahagja (Persero) adalah dengan
pemupukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan
mengadakan Iuran dan sumbangan wajib terscbut adalah hanya
goiongan atau mereka yang berada atau mampm saja, sedang hasil
pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan
rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial ralkyatlah yang dalam

pada itu menjadi pokok tujuan yang utama.

L Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaam Asuransi Berdasarkan
Risk Base Capital (RBC), (Yogyakaria: BPFE, 1993), hal. 5-7.
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5. Kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero)

Pertanggungan wajib adalah karena ada sakeh satu pihak yang
mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakam pertanggungan itu.
Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemmerintah, tetapi tidak
selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum
pertanggungan ini adalah scbagai penanggung. Pemerintah dalam
mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas
pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya
yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau social security
bagi masyarakat.'?

Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usal;a
perasuransian menegaskan usaha peresuransian merupsakan kegiatan usaha
yang bergerak di bidang:

a. Usaha asuransi, yaitu usaha iasa kevangan yang dengan menghimpun
dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan
perlindungan kepada anggota masyarakai pemmakai jasa asuransi
terhadap kemungkinan timbulnya kerugian kamena suatu peristiwa
yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menmyelenggarakan jasa
keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akutaria.'*

Dengan demikian maka usaha perasuransian yang sehat merupakan

salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yamg dihadapi anggota

" Emmy Pangaribuan Simajuntak, Perianggungan Wafib/Sasial, (Yogyakara: Seksi

riukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 1980), hal, 6.

B Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,
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masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun
dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukam strategis dalam
pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan
kesejahteraan umum.

Selanjutnya, Tugas pokok PT. Jasa Rahamja (Persero) adalah
menghimpun dan mengumpulkan dana masyarakat melalaui juran dan
sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkanmya kembali kepada
masyarakat yang berwujud santunan jasa raharjm, terhadap korban
kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Rabharja (Persero) dalam melaksanakan
kegiatannya berdasar atas [uran wajib yang dijamin oleh Undang-undang
No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecclakaan
Penumpang jc. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumparg. Sumbangan wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 34
Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu Lintas."

Oleh sebab itu, PT. Jasa Raharja (Peiseroy dalam kegiatannya
adalah memupuk dana Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib dari masyarakat
untuk selanjutnya disalurkan melalui santnan keoelakaan lalu lintas.
Undang-undang No. 33 Tahun 1965 Pasal 3 ayat {1) Tiap penumpang

yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang,

" Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggumg Jawab Pelayanan PT.
Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.
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perusahaan  penerbangan  nasional dan  kapal  perusahaan
perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui perusahan
yang bersangkutan untuk menutup akibat kevangan disebabkan kecelakaan
penumpang dalam perjalanan.’”

Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 2 ayat (1) Pengusaha
Pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan
tiap tahun kepada Dana sebagaimana dimaksdud dmlam Pasal 1 (Dana
ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yareg dipungut dari para
pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan
untuk menutup akibat keuangan karena kecelakazn lalu lintas jalan
korban/ahli waris yang bersangkutan). Pasal 4 ayat (1) setiap orang yang
menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakman yacg disebabkan
oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, akan memberi
kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang
ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selanjumya PT. Jasa
Raharja (Persero) untuk dapat mengatur penggumaan tersebut dana
terhimpun tersebut secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang
dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah. Suatu
Perusahaan Negara (PT. Jasa Raharja (Persero)) yang harus
mengadministrasi dana-dana tersebut secara baik sehingga terjaminlah

kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu :

" Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dama Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Lalu Lintas, hal. 2.
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a. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan
kecelakaan penumpang dalam perjalanan;

b. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan
kecelakaan lalu lintas jalan;

¢. Tetap tersedianya “investible-funds” yang dapatt dipergunakan oleh
Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir. ¢

Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) No. Pel. : KEP/18/TV/2004
dan NO. SKEB/06/IV/2004 tentang Kerjasama Pemingkatan pelayanan
santunan korban kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat
untuk memenuhi kewajiban se:suau Undang-undang mo. 33 dan 34 Tahun

1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas,

a. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan tekmologi khususnya di
bidang lale lintas dan tranportasi, temmyata tidak hanya memberikan
manfaat dan pengaruli positif ierhadap perilaku kehidupan masyarakat,
namin juga membawa dampak negatif aniara laim timbulnya masalah-
masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lallu lintas,

b. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan
ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk
keperluan pengobatan maupun biaya pemakanman, oleh karenanya

santunan asuransi kecelakaan lalu lintas harus diberikan dalam waktu

% Lihat Undang-undang No, 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal,
39,
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dan jumlah yang tepat, untuk itulah perlu peningkatan kualitas
pelayanan santunan.

¢. Santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas wang dibayarkan oleh
PT. Jasa Raharja (Persero) berasal dari iuran dam sumbangan wajib
penumpang angkutan umum dan pemilik/pengmsaha angkutan lalu
lintas jalan oleh karenanya perlu dilakukan kerjasama sebagai upaya
untuk meningkatkan kesadaran membayar iuran dian sumbangan wajib
tersebut.”

Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan jumlah
korban kecelakaan ]ah; lintas perlu ditakukan kerja sama dalam rangka
meningkatkan penanganan keselamatan lalu lintas. Dipihak lain ada
kerjasama antara Polri dan PT. Jasa Raharju (Persero) yang meliputi upaya
peningkatan antara lain :

a. Pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas

b. Kesadaran masyarakat memenuki kewajiban sesmai dengan Undang-
undang No, 33 Tahun 1964 jo. PP No. 17 Tahum 1965 dan Undang-
undang 34 Tahun 1964 jo. PP No. 18 Tahun 1965.

¢. Penanganan keselamatan lalu lintas. Dengan demikian maka kegiatan
Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah wmntuk menggerakkan
kesadaran akan kegunaan pertanggungan, pertangungan kecelakaan ini

adalah usaha-usaha kepentingan pihak pemerintah dalam upaya

"’ Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indomesia dan Direktur Utama
PT. Asuransi Jasa Raharja No. Pol. : KEP/18/1V/2004 dan NO. SKEB/D&TV/2004 tentang
Kerjasama Peningkatan Pelayanan Santunan Kerban Kecelakaan Lalu Linttas.
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adalah usaha-usaha kepentingan pihak pememintah dalam upaya
memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Namun disisi lain
keuangan pemerintah belum memungkinkan sehingga Pemerintah

melalui regulasinya untuk memupuk iuran dan surmbangan wajib."®

B. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas padm PT. Jasa Raharja
(Persero) Perwakilan Purwokerto
I. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Adapun perjanjian asuransi kecelakaan lalu linttas meliputi:
‘a. Data calon pernegang polis
b. Data asuransi
¢. Data penerimaan santunan
d. Data agen
. Data ketcrangan singkat kejadian kecelakaan
f. Data keterangan kesehatan
g. Hasil penelitian keschatan
h. Pernyataan calon pemegang polis'
2. IsiPolis Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Adapun isi polis Asuransi kecelakaan lalu llintas adalah sebagai
berikut:

a. Kasus kecelakaan

'* Wawancara dengan Bapak Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Plimpinan PT. Jasa Raharja
(Persero} Perwakilan Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011,

" Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggumg Jawab Pelayanan PT.
Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011,
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¢. Identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaam

d. Kesimpulan kecelakaan

e. Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Kecelakaan lak: lintas™
3. Sistem Pembayaran Dana dan Sumbangan

a, Dasar Hukum Pelaksanaan

1) UU No.33 Tehun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungam Wajib Kecelakaan
Penumpang.

2) UU No.34 Tahun 1964 tentang. Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
jo. PP No.18& Tahun 1965 tentang Ketentuam Pelaksanaan Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. '

b. Jenis Premi

1) Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT
Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu [uran Wajib (IW)
dan Sumbangan Wajib (SW).

2) luran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat
transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan
sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP
No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor
umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50

km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib sersebut,

* Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT.
Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januvar 2011,
U btp:mwww.jasaroharja.co.id diakses tanggal 16 Januari 2011,
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3) Sumbangan  Wajib  dikutip atau  dikenakan  kepada
pemilik/pengusaha kendarsen bermotor (jpasal 2 (1) UU
No0.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965). 2

¢. Besaran Premi dan santunan

1) Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan
Santunannya di atur berdasarkan Peraturam Menteri Keuangan
Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2) Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan
Menteri Keuvangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar .
Santunan dan Iuran ";‘-"ﬂjib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat,
Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dam Udara.?

d. Teknis Pengutipan Premi
1) Iuran Wajib
Penumpang  yang akan menggunakan alat transporiasi
umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos
angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan
pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola)

alat transportasi tersebut

* Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggong Jawab Pelayanan PT.
Jasa Rnhg‘;ja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011,
Ibid,
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2) Sumbangan Wajib
Pembayaran Sumbangan Wajib dilakmkan secara periodik
(setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau
perpanjangan STNK.™
4. Prosedur Santunan
Ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-wndang No. 33 Tahun
1964 adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum
yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan ajat
angkutan umum, selama penumpang yang bersengkutan berada dalam
angkutan tersebut, ‘yaitu saat naik dari tempat permberangkatan sampai
turun di tempat tujuan. Sedangkan ruang lingkup janminan Undané—undang
No-: 34 /1964 yaitu:®
a. Korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu ;

1) Setiap orang yang berada di luar alat angkwtan lalu lintas jalan
vang menimbulkan kecelakaan, yang memjadi korban akibat
kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lala lintas jalan tersebut.
Contoh Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.

2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan
bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor
yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan,
termasuk dalam hal ini para penumpang kemdaraan bermotor dan

sepeda motor pribadi.

® rbid.
* Mcdia Raharja Inspirasi Kesclamatan Perjalanan Edisi Agustus 2010, hal. 14.



b. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor

1) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan
bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan
penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun
penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-
undang No. 34 Tahun 1964 Jo. PP No. 18 Talmmn 1965.

2) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisisn
belum diketahui pihak-pihak pengemudi yamg menjadi penyebab
kecelakaan dan stau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-
sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya
sesuai dengan ketentuan Undang-undang New 34 Tahun 1964 Jo.
Peratura: Pemerintah No. 18 Tahun 1965 santunan belum dapat
diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan
Hakim/Putusan Pengadilan yang mempunysi kekuatan hukum
tetap.

¢. Kasus tabrak lari
Terlebih dahulu dilakukan penelitian agas kebenaran kasus
kejadiannya.
d. Kecelakaan lalu lintas jakan kereta api®®

1) Berjalan kaki diatas rel atau jalannya kereta api dan atau

menyeberang  schingga  tertabrak  kmreta api  serta

pengemudi/penumpang  kendaraan bermotor yang mengalami

2 Ihid
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kecelakaan akibat lalu Intas perjalanan kereta api, maka korban
mendapatkan jaminan sesuai Undang-undang MNo. 34 tahun 1964,
2) Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kenaaraan bermotor yang
dengan sengaja menerobos palang pintu kemeta api yang sedang
difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila
tertabrak kereta api maka korban tidak texjamin oleh Undang-
undang No. 34 Tahun 1964
e. Pengertian ahli waris®
1) Ketentuan ahli waris
Dalam hal korban meninggal dumia, maka .santunan
meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban
yang sah, yaitu:
a) Janda atau dudanya yang sah
b) Dalam hal tidak ada janda/dudanya yamg sah, kepada anak-
anaknya yang sah
¢) Dalam hal tidak ads janda/dudanya dan amak-anaknya yang sah
Kepada orang tuanva yang sah
2) Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah
a) Pengertian dari anak dan orangtua sah tidak selalu pengertian
anak kandung dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan
orang tua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.
b) Demikian juga anak angkat dan orang tma angkat disamakan

kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat

7 rbidhal. 15



46

putusan dari pengadilan Negerai ataw instansi berwenang

lainnya.

3) Ketentuan Santunan biaya rawatan.

a) Biaya rawatan dan atau pengobatan yang dapat menggantikan
(yang dijamin) mulai dari hari pertama kecelakaan sampai
dengan 365 hari, berupa biaya®™ :

(1) P3K, honor dokter, alat pembalut, rawat inap, selama di
rumah sakit, foio rontgen, pembedakan, obat-obatan atau
resep dokter,

(2) Rawat jalan ke Rumah Sakit/Puskesmas/dokter, sepanjang
ada mjukaﬁpcrsetujuan dari rumah sakit/puskesmas/dokter,
yang merawat korban pertama kali.

(3) Pemeriksaan dokter specialis dengam indikasi yang tepat
untuk penyembuhan korban yang diperlukan menurut
pendapat dokter, kecuali biaya pembelian anggota badan
buatan, seperti kaki dan atau tangan buatan, gigi dan atau
mata palsu dan lain sebagainya.

4) Dalam hal korban memerlukan bedzah tulang dengan pemasangan
alat berupa plate/pen/screw, untuk kebenarannya supaya
dimintakan foto rontgentnya dan penyaksiam pada bagian/organ

tubuh yang dioperasi.

® Ibid
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5) Biaya rawatan secara tradisional, dukum patah tulang dan
perawatan lain yang tidak diakui secara medis tidak dijamin.

6) Bagi korban yang akan melanjutkan/pindah rawatan kepada Rumah
sakit lain, supaya dilengkapi surat “rujukan™ dari “ Rumah Sakit
yang merawat pertama.

f. Ketentuan Pemberian Santunan
Setiap korban yang berada dalam ruvang lingkup jaminan
berhak mendapatkan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Dalam hal korban meninggai dunia, kepeda ahli warisnya diberikan
santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan sebelum
meninggal dunia (jika ada), dalam waktu 363 hari atau‘ satu tahun
setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkugan.

2) Dalam hal korban menderita Inka-luka, diserahkan santunan biaya
perawatan kepada korban untuk memaksimmum selama 365 hari
atau satu tahun terhitung hari pertama seteiah terjadinya
kecelakaan,

3) Dalam hal korban menderita cacai tetap karena akibat langsung
kecelakaan dalam waktu 365 hari atau satu tahun setelah terjadinya
kecelakaan, diberikan santunan cacat tetap dan biaya perawatan
sebelumnya.

4) Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris,
kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan bantuan

biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Nilai
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santunan Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. PP
No. 18 Tahun 1965 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kevangan
Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001. Jika di bandingkan
dengan segala kenaikan harga dan perekonomian dewasa ini sudah
tidak memadai bahkan terkesan kurang manusiawi, perlu
pembaharuan dan penyesuaian,”

g. Proses pengajuan dan penerimaan santunan

1) menghubungi terlebih dahulu petugas jasa raharja untuk mendapatkan
informasi mengenzi kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.

2) Pengajuan berkas untuk mendapatkan sanwunam ‘dapat dilakukan di
Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di
seluruh Indonesia.

3) Penerimaan santunan dilakukan di Kantor Cabang atau Kantor
Perwakilen PT. Jasa Raharja (Perserc) wang dekat dengan
domisilitempat tinggal korban/ahliwaris korban.

4) Dokumen yang dibutuhkan
a) Surat pengajuan santunan.

b) Formulir model “K”, dilengkapi :
(1) Laporan Polisi dan sketsa gambar (untmk korban kecelakaan
kendaraan bermotor ) atau
(2) Telegram/Berita acara kecelakaan dari PT. KAI (untuk
kecelakaan kereta api).

¥ Ibid, hal. 15.
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(1) Laporan Polisi dan sketsa gambar (untuk korban
kecelakaan kendaraan bermotor ) atau

(2) Telegram/Berita acara kecelakaan dami PT. KAI (untuk
kecelakaan kereta api).

(3) Keterangan perawatan korban akibat kexalakaan.

{4) Keterangan hali waris (untuk korban meminggal dunia)

5. Pelaksanaan Akad dan Arti Penting Penyaluran Bantunan Asuransi

Kecelakaan Lalu Lintas

Perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas yamg disediakan oleh

Asuransi PT. Jasa Raharja mempunyai karakteristik yamg berbeda dengan

asuransi personal accident/kerugian. Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas

oleh PT. Jasa Raharja merupakan jenis asuransi sosiial dengan ciri-ciri

sebagai berikut:*®

L.

2

Kepesertaan pada asuransi sosial bersifat wajib;
Kemaniuatannya memberikan perlindungan dasar minimal (minimum

floor of income);

- Perlindungannya menekankan pada kecukupamn sosial (social

adequacy) sebagai unsur kesejahteraan;

Manfaat dan iurannya ditetapkan dengan undang-umdang;
Pelaksanaannya dilakukan secara monopoli oleh permerintah;
Pendanaan penuh tidak diperlukan karena juran -wajib dari peserta

baru, dan karena programnya dianggap berlangsung itak terhingga;

** Wawancara dengan Bapak Susilo A.Md selaku Bidang Pelayanan Klaim PT. Jasa
Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 12 Januari 2011,
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7. Tidak diperlukan underwriting karena tidak ada seleksi peserta dan
pentarifan secara individual

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu
antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung atau
pemegang polis. tiga pihak yang terlibat dalam Asuransi Kecelakaan
(Askel), yaitu:

1. Pihak pemilik/penguasaha kendaraan bermotor, wang dapat menjadi
penyebab kecelakaan lalu lintas.

2, Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, wang dapat menjadi
korban kecelakaan lalu lintas.

3. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didlelegasikan kepada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Dalam mensosialisasikan usaha asuransi ini pihmk PT. Jasa Raharja
selalu mencantumkan usahanya disetiap tiket kendaramn umum dan juga
memberikan stiker yang berisi tentang keikutsertaan dmn besaran santunan
kepada setiap pembayar pajak kendaraan bermotor:. Perusahaan Jasa
Raharja sendiri sudah melakukan berbagai upaya yangs tergolong sebagai
kampanye keselamatan telah dilaksanakan oleh perusaliaan ini. Mulai dari
pemasangan rambu-rambu lalu lintas, billboard, iklan llayanan masyarakat,
sosialisas] keberadaan Jasa Raharja ke sekolah-sefkolah dan media
cetak/elektronik, termasuk pelatihan pengemudi  angkutan umum,
Sedangkan untuk pasca-kecelakaan, langkah kreatif tterus ditingkatkan.

Misalnya mempersingkat prosedur pengurusan samtunan, mekanisme
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jemput bola, bantuan ambulan kepada rumah sakiit serta kepolisian,
pelayanan santunan terpadu, mobile service, dan pembentukan Kantor
Pelayanan di daerah yang mempunyai tingkat kecelakaan tinggi dan
memeriukan penanganan yang lebih cepat.”

Menurut pihak perusahaan sendiri sesuai dengan pemyataan dari
Bp. Sugiyono selaku penanggung jawab pelayanan PT. Jasa Raharja
(Persero) Perwakilan Purwokerto, bahwasanya dalam legiatannya asuransi
ini sudah sesuai dengan akad yang dibolehkan yaitu didasarkan pada
peserta asuransi bahwa di dalam m=mbayar premi (iuran wajib) sudah ada
kesepakatan, mereka membayar premi berarti mereka imengikuti asuransi
ini. '

Sehingga, dengen ini peserta asuransi berhalk menerima klaim
(uang santunan) jika terjadi musibah, klaim akan dibayarkan setelah
berkas yang disyaratkan dalam polis telah lengkap dan disetuji oleh
perusahaan, dalam pengelolaannya, perusahasan mengedepankan prinsip
kehati-hatian, kerelaan para peserta daa ketcrbukaan agar perjanjian dapat
berjalan dan tidak mengakibatkan baiainya perjamjian, secara tidak
langsung telah memberikan kemaslahatan kepada maswarakat Juas karena
memberikan keadaan tenang dan tentram dalam berlalu: lintas,

Pemberian santunan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang, disamping mudah dalam pengajuannwa Jjuga cepat dalam

pemberian santunannya, guna melindugi dari pemottongan-pemotongan

N Ihid,
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dana dari pihak tertentu sekarang PT. Jasa Raharja memberikan santunan
dalam bentuk transfer ke rekening penerima santunam. Pembayaran iuran
wajib kepada peserta apabila dibandingkan dengan jurmlah santunan adalah
sangat kecil, iuran wajib hanya dikenakan sebesar 9% dari harga tiket,
sedangkan untuk Sumbangan Wajib hanya dikenakam Rp. 35.000 — Rp.
400.000 tiap tahun, bayangkan dengan pemberian santmnan apabila peserta
mengalami kecelakaan yang jumlah santunan terlbesanya adalah Rp,
25.000.000.%

Setelah sekian lamanya, dalam penelitian yang penulis lakuker
dengan cara observasi dan wawancara dengan pihakepihak yang terkait,
belum mendapatkan keluhan ataupun permasalahan yang berarti antara
pihak perusuhaan dengan pihak peserta asuransi. [Dibuktikan dengan
wawancara penulis dengan beberapa peserta asuransi PT. Jasa Raharja
Perwakilan Purwokerto. Peserta menjelaskan bahwa. dalam pembayaran
Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakamn Lalu Lintas Jalan
sangat menyetujuinya, disamping memberikan protelksi kepada pemakai
kendaaraan bermotor di dalamnya juga terdapatt rasa sosial yaitu
memberikan pertolongan kepada scsama manusia dian dengan adanya
Jaminan perlindungan keselamatan ini dapat memberilkan ketentraman dan
ketenangan dalam perjalanan dan melatih untuk dapat menolong sesama.®
pengajuan klaim yang diajukan tidak dipersulit, malaan dalam pengajuan

apabila kurang persyaratan diberi tahu untuk melengkeapinya, dan apabila

32 .
Thid
* Wawancara dengan Joko Ciptadi, peserta asuransi PT, Jasa Reharja.Pada tanggal 12
Agustus 2011
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lengkap maksimal dalam 7 hari sudah dapat dana smntunan secara tunai,
ditambah guna menjaga keamanan dari pihak yang tidak bertanggung
jawab dana langsung dikirim ke rekening korban demgan santunan penuh
tanpa adanya potongan.**

Sehingga, dengan demikian antara pihak pesrusahaan dan pihak
peserta asuransi Jasa Raharja dalam melakukan suattu perjanjian terjadi
dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya
paksaan, Karena manusia hidup itu untuk saling tolong menolong. Dan
antara pihak Jasa Raharja dan pihak peserta pun denmikian, karena unsur
saling membutuhkan inilah yang mendasari terbentuknzya petjanjian, Dapat
disimpulkan bahwa asuransi ini sudan sesuai dengan msas-asas akad dalam
Hukum Islam. Dengan demikian, maka arti penting smntunan jasa raharja
adalah upaya perlindungan masyarakat dari pemerinttahnya, dalam upaya
memberikan jaminan kepastian akan kejadian musitbah kecelakaan lalu
lintas di jalan raya yang diakibatkan oleh alat angkut keendaraan bermotor.

Obyek dari asuransi kecclaksan adalah mamusia. Asuransi ini
memberikan jaminan terhadap kerugian yeng disebablan oleh kecelakaan.
Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupia meningzal, cacat
sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatmn rumah sakit.

Cara memperoleh santunan asuransi Jasa Raharja ada tiga macam
yaitu :

a. Santunan berupa penggantian perawatan dan pengaibatan;

* Wawancara dengan Muslim, peserta asuransi PT. Jasa Ratharja, Pada Tanggal 12
Agustus 2011,
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b. Santunan kematian, dan;
¢. Santunan cacat tetap.®*

Jaminan perlindungan setiap warga negara ©leh negara, jaminan
terhadap keselamatan penumpang perlu ditutup amsuransinya. Dan, di
Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuramsi jasa raharja. Premi
atau santunan asuransi jasa raharja ditentukan sepithak oleh penanggung
Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkam kepada harga karcis
penumpang dan Sumbangan Wajib (SW) ditambahlean ketika membayar
pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setigjp tahun. Premi yang
dipungut sclanjuinya disetor kepada penanggung: PT, Jasa Raharja
(Persero). .

Begitu juga dengan apa yang dilakukan olieh PT Jasa Raharja
Perwakilan Purwokerto dalam memberikan asuramsi bagi masyarakat
dalam mendapatkan haknya mendapatkan jaminan merlindungan. Karena
teknik dasar dari acuransi adalah menghimpun resiko. Fungsi ini
mengandung kewajiban penting untuk membayar kermugian yang diderita
para peserta dari dana yang terhimpun itu, Pembayaran atas kerugian yang
telah terjadi merupakan kewajiban yang harus dilaksamakan dengan segera

dan layak.

* Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penenggumg Jawab Pelayanan PT.
Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011,



ANALISIS TERHADAP AKAD Aggggﬂ PT. JASA RAHARUJA (Persero)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Yang Dilakukam Di PT. Jasa
Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto
Akad adalah suatu perikatan antara f/ab dan gabuf dengan cara yang
dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada
ob_lclm:,ra. Ijab adanya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang
dlmgmkan, sedang gabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.'
Sebagaiakibat adanya akad, secara otomatis masing-masing pihak terikat
untuk melaksanakan ]-:twajibann}ra dan berhak untuk menerimea haknya. Ha!
ini sesuai dcnga.n kaidah hukum Islam:
S 8L ) ARy (AT oLy Sl B (L)
"Hukum asal pada akad adnlah kerelaan kedua belah pihak yang
:;::r’-gadakan akad hasilnya apa yang saling diillizamkan olich perakadan
Dari redaksi kaidah ini, menunjukkan bahwa suatu akadl harus benar-
benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaam) yang timbul
dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena. itu, manakala
terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak
menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka akad itu dippandang tidak
sah atau batal.® Begitu juga dengan akad asuransi kecelakaan lalu lintas yang

telah dibuat antara PT. Jasa Raharja (perrsero) Perwakilan Purwokerto dengan

' Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalar, (Yogyakarta; WII Press, 1987),
hal, 42.
‘*H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikik, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.
3 thid.
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pemilik alat angkutan lalu lintas sudah mengikat keduanya, dam hal ini sudah
tercantum pada pasal 2 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 (Dana iallah dana yang
terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemiilik/pengusaha
alat angkutan Jalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat
keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahlii waris yang
bersangkutan) oleh karenanya dengan ditanda tanganinya polis asuransi
kecelakaan lalu lintas berarti sudah ada perbuatan hukum. Jika dikaitkan

dengan firman Allah SWT :

i’,’.-E-* ,ﬂ - .{; {'_: _‘,f_rf‘ - :"l": ‘:li_,"ll g "‘I "g‘-‘
L-'-S:-J. 3 0gi= ;_;FM}J-" d_,g,ﬂ-’:zp-‘-—’.d-"-"; }-‘-‘h.._'.)-'-:m Ll
. ' . ;LT " - i Ex

JASL sl 188
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalath idak secara
tunci untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menmuliiskanmya. dan

hendakich seorang penulis di antara kamu menuliskannya demgan benar...”
(QS. Al-Baqarah ayat 282)

Walaupun dalam asuransi tidak ada tawar-menawar daiam hal
membuat perjanjian, karena akad sudah disusun oleh perusahasn asuransi, di
mana tertanggung menerima atau menolak perjanjian tersetbut. Namun,
perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung, perjanjian dilatkukan dengan
mendapatkan persetujuan terlebih dahuly,® dan hal ini sesuai @njuran Allah

dalam firman Allah :

oS of V) gty oy Sl ileb ¥ il
LA T

L, s - By .
Lar 3 8 G Pl Bl Gy 85 5 o 5

* Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH scbagai Penanggung Jawalb Pelayanan PT.
lasa Raharja (Persera) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mmemakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan pesrniagaan yang
berlakyu dengan suka sama-suka di antara kamu. dan jamganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayamg kepadamu.”
(QS. An-Nisa ayat 29)

Secara garis besar al-Qur'an membolehkan mrmnusia untuk
mendapatkan dan memakan segala sesuatu yang ada di permulkaan bumi, Ini

sesuai dengan firman Allah :
= - .- - ar A~ - JFe
R SRR By B ST SIS N ISV R RPN (9
- =4 2 AL e

e B Y - -"E b .
Al 5l 585 el 1l

- T

“Dia-iah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi wnituk kamu dan
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujjuh’ langit. den
Dia Maha mengetahui segala sesuatu™ (QS. Al-Baqarah ayat 2%)

Sedang ayat yang menekankan larangan mendapatkar: dan memakan
harta orang lain secara bathil, adalah firman Allah SWT QS. All-Bagarah ayat
188:

] f .F--‘_'S- A .- =
- G S S fRE

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahugiam yang lain di
antcra kamu dengan jalan yang barhil...”

Syekh Abdul Wahab Khallaf mengemukakan pendapaitnya, asuransi
dibolehkan karena termasuk akad mudirabah.’ Mudarabah yailtu akad antara
kedua belah pihak untuk salah scorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan

sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dian laba dibagi

* Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Istam, (Bandung: Dipona:goro, 1984), hal.

301,
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dua sesuai dengan kesepakatan.® Dalam asuransi orang yang berkongsi
(nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premii sementara dari
pihak lain yaitu pihak asuransi memutar harta tadi, sehingga dapat
menghasilkan keuntungan timbal balik bagi nasabah (musytarikin) maupun
bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.”

Menurut penyusun, asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja ini
tidak dapat dimasukkan dalam akad mudarsbah meskipun ada: persamaannya,
namun ada perbedaan yang fundamental dalam pengembaliam modal. Dalam
mudarabal: pemilik modal tetap mempunyai hak atas modalnya dan bila rugi
ia sendiri yang menanggungnya. Juga modal kembali keepada pemilik
ditambah laba baik ia m%ih hidup atau meninggel dunia. Sedang dalam
asuransi kecelakaan lalu lintas uang premi menjadi pemilik lemmbaga asuransi
seluruhnya dan mempergunakannya sekchendaknya. Apabila perusahaan rugi
maka pemilik modal (nasabah) tidak ikut menanggungnya. Jikka tertanggung
meninggal dunia karena keceiakaan tersebut, maka diterima oleth ahli warisnya
dalam juim!al inelebihi premi (modal) yang diberikan.

Berhubung dengan sifat asuransi kecelakaan lalu lintas: yang demikian
inilah, maka asuransi kecelakaan lalu lintas adalah menopakan  bentuk
perjanjian baru dalam hukum Islam, bukan merupakan mudarabah, Asuransi
kecelakaan laiu lintas mempunyai bentuk dan cara tersendiri, ia secara utuh

berdiri sendiri dengan segala apa yang ada padanya.

® Sayyid Sabiq, Figh Sunrah, Terj, H. Kamaludin A. Marzuki, {Bandung; PT. Al-Ma'arif,
1987), X111: 31.
" Hamzah Ya'qub, Kode E1ik Dagang..., hal. 301,
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Pada dasarnya akad asuransi adalah akad yang Ibertujuan untuk
memberikan pertolongan terhadap seseorang. Hal ini adalaln sesuai dengan
akad fsbarr?® mamun, karena adanya pembayaran premi dlari orang yang
ditanggung, maka akad tersebut tidak bisa lepas dari akad mur'awadah (saling
memberi dan menerima).’ Hukum Islam memberikan kabebasan orang
membuat akad sesuai dengan yang diinginkannya, tetapi yamg menentukan
akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangam sampai terjadi
penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syamrat-syarat yang
dibuatnya.

Bahwa prinsip-prinsip hukum mu’amalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk mu’amalah adalah mubah kecuali {.iitentukan lain
oleh al-Qur’an dan Hadist

2. Mv’amalah dilakukan atas dasar suka reia, tanpa memgandung unsur
paksa

3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendawanghan manfaat dan
menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat

4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilain, menghindari
unsur penganiayaan menghindari unsur pengambilan dalam lkesempatan.'®

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam tersebuit di atas, maka
asuransi kecelakaan lalu lintas tidaklah bertentangan dengan jprinsip-prinsip

syariat Islam dan hal itu dibolehkan, sesuai dengan kaidah:

:chdi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 54.
Ibid.
*® Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas..., hal, 10,
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"Hukum asal segala sesuatu :ru adalah kebolehan sampai’ ada dalil yang
menunjukkan keharamarnnya.™"

Kembali kepada asuransi kecelakaan lalu lintas, bathwa tujuan dari
pada nasabah membeli polis asuransi kecelakaan lalu lintas adalah untuk
mendapatkan jaminan juga menabung yang nantinya dipergunakan untuk
biaya ahli warisnya agar kelak pada suatu saat mengalami hail-hal yang tidak
diinginkan apabila sedang dalam perjalanan dengan menggumakan kendaraan
baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi tanpa mengzalami hambatan
financial, karena manusia dalam hidupnya sering menghadapi hal-hal yang
tidak diharapkan pada masa mendatang. Untuk men;g,hadapﬁ kemungkinan-
kemungkinan kebutuhan mendadak ini, Islam mengajarlkan agar orang
menyisihkan sebagian hartanya sebagai cadangan,'?

Dalam suatu kaidah disebutkan;

thanualiay 5 53l
“Setigp perkara, tergantung kepada maksud mengerjakannya. mi3

Ada juga ulama yang menyatakan, bahwa asuramsi itu haram,
Alasannya asuransi mengandung unsur perjudian (maisi), asuransi

mengandung unsur ketidakpastian (gards), asuransi mengandumg unsur riba.'

i \» H-A. Djazuli, Kaidah-kaidah..., hal. 51,
* Ahmd Azhar Basyir, Garis Bemr Sistem Ekonomi Ivlam, (Yogyakarta; BPFE, 1937),
hal. 65.
B H.A. Dijazuli, Kaidah-kaidah..., hal. 34,
' Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet. 1, (Jakartta: Prenada Medis,
2005), hal. 248,
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Sedangkan Syaikh Muhammad al-Madani mengattakan sebaliknya
bahwa asuransi menurut syara’ boleh, sebab premi (iuran) asuransi di
investasikan dan bermanfaat untuk tolong menolong."*

Di samping itu ada ulama yang menyatakan bahwa pacia dasarnya akad
asuransi itu bebas dari perjudian dan bunga dan dapat dijalanikan secara bersih
dari keburukan-keburukan tersebut, masih harus dilihat juga: apakah ia bebas
dari keburukan yang hendak dilenyapkan oleh syarish dari kehidupan
manusia, khususnya dalam kegiatan bisnis.

Kalaa diperhatikan unsur spekulasi atau disebut jugga dengan ursur
perjudian, dan unsur riba ada terdapat dalam asuransi Therbeda dengan
perjudian dan riba yang dimaksud oleh larangan syara’.

Adapun perbedaannya:

1. Asuransi secara umum berbeda dengan perjudian yang miengandung unsur

spekulasi, sebab dalam sistem asuransi tertsnggung dengan membayar
prem: bertujuan mencari perlindungan untuk meringankan kerugian
Sfinancial yang akan menimpanya, sedang dalam perjmdian si penjudi
dengan membayar tang sebagai taruhan bertujuan untuk mencari
keuntungan semata.

2. Tertanggung dengan cara membayar premi akan mendiapatkan kembali
uangnya baik ia tertimpa musibah atau tidak sedangz penjudi tidak

menerima uangnya kalau ia kalah dalam bertarung.

** Muhammad Syakir Suls, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem
Operasional, (Jakarta; Gema Insani Press, 2004), hal. 75,

T e ———
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3. Dalam asuransi tidak akan menimbulkan persengketaam dikemudian hart,
sebab kedua belah pihak sudah sama-sama sepakait, sedang dalam
perjudian dalam menimbulkan persengketaan sebab kalath bertaruh.

Jadi secara garis besamnya asuransi, berbeda dengan judi. Adapun
perbedaan asuransi dengan riba adalah:.

- LT 71,455 Tzt daafipiiteb it — gl

2 EJ};‘JE

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaym kamu mendapat
keberuntungan. "( QE. Ali Imran ayat i30)

Yang dimaksﬁd dengan MLE*.:.:::? di sini adallah berlipat ganda
yaitu pembayaran lebih disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Jadi
makna riba di sini adalah perjanjian pinjam-meminjam vang; antara dua orang
dengan syarai uang dipinjamkan itu apabila dibayar nanti harus lebih banyak,
sedang dalam asuransi tertanggung membayar premi buksaanlah merupakan
peminjaman uang yang harus dibayar lebih banyak oleh sii penjamin, tetapi
pembayaran premi scbagai pemindahan resiko dari tertanggung kepada
penanggung apabila kelak tertanggung tertimpa rugi.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka aswransi tidak sama
dengan judi dan asuransi juga tidak sama dengan riba, Demngan memandang
dari berbagai segi asuransi kecelakaan lalu lintas lebih bamyak manfaatnya
dari pada mudaratnya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui, lbahwa kehadiran

asuransi jasa raharja dalam perekonomian modern sekamrang ini sangat
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diperlukan dalam rangka meringankan resiko kerugian atmu jaminan di hari
tua, maka dari itu manajemen dan sistem asuransi jmsa raharja perlu
disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islam yang didalamnya

harus berdsarkan akad fabars’

. Prosedur Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Linttas di PT. Jasa
Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

Kebutuhan zkan lembaga keuangan Islami bertambah kuat seiring
dengan berkembangnya sektor jasa kevangan secara wmum. Kehadiran
indusiri asuransi merupakan hal yang rasional karenm scbagian besar
pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kcce:mderunga.n untuk
menghindari atau mengalihkan resiko keuangan karenai industri asuransi
menanggung sebagian resiko tersebut.

Aisuransi jasa raharja dalam operasionalnya, bertugas menjalankan
amanah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tenisng Dama Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumparg dan UU No. 34 Tahun 1944 tentang Dana
Kecelakaan Lalu Lintas. Secara garis besar, kedua UU tersiebut mengandung
beberapa hal mengenai iuran dan sumbangan wajib untukk di pupuk dan di
himpun dan seclanjutnya disaluran kembali kepada mnasyarakat yang
mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Aswransi jasa raharja
adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami
kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan

Jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakamn, Kerugian yang



timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sermentara, cacat tetap,
biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

Jaminan perlindungan setiap warga negara olgh negara, jaminan
terhadap keselamatan penumpang ditutup oleh asuransimya. Di Indonesia,
jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja. IPremi atau santunan
asuransi jasa raharja ditentukan sepihak oleh penanggung premi dipungut dari
Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan
Sumbangan Wajib (SW) ditambahkan ketika membayar |pajak Surat Tanda
Nomor Kendarazn (STNK) setiap tahun. Premi yang dipumgut selanjutnya di
setor kepada penanggung (PT. Jasa Raharja (Persero)).

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945
Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yaag lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan. Dari ketenfuzn Pasal terselbut maka PT. Jasa
Raharja (Persero) adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada
masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

Santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintass yang dibayarkan
tersebut oleh PT. Jasa Reharja (Persero) adalah berasml dari juran dan
sumbangan wajib penumpang angkutan umum dan pemilik/pengusaha
angkutan lalu lintas jalan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ganti kerugian aitau santunan yang
diberikan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan dan nantinya akan

diterima oleh si korban/terjamin atau juga ahli warisnya iini bukanlah suatu
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riba di dalam segala bentuknya, dan bukan pula karenai adanya pembayaran
iuran atau sumbangan tetapi karena adanya kepentingan terhadap
kelangsungan asuransi jasa raharja, sebab lembaga ini juma merupakan sebuah
lembaga yang bergerak bukan untuk kepentingan pribadi semata namun untuk
kepentingan seluruh masyarakat bahkan seluruh umat, sedlangkan riba itu tidak
mempunyai sesuaty maksud dan tujuan kecuali keuntungan pribadi atau
golongan semata.

Apalagi dalam prinsip Asuransi takaful/asuramsi syariah dalam
pengertian muamalah ditegakkan atas tiga prinsip dasar:
1. Saling bertanggung iawab . A
2. Saling bekerjasama dan saling membantu
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.'®

Walaupun di muka sudah dijelaskan bahwa terjadiinya perbedaan para
ulama mengenai kejelasan dari pada hukum asuransi, adia yang berpendapat
bahwa asuransi haram. Alasannya asuransi mengandumg unsur perjudian
(maisir), asuransi mengandung unsur ketidakpastian (garar), asuransi
mengandung unsur riba."”

Dan Syaikh Muhammad al-Madani mengatakan: scbaliknya bahwa
asuransi menurut syara’ boleh, sebab premi (iuran) asurmnsi di investasikan

dan bermanfaat untuk tolong-menclong.'®

** Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Kewangan Syari'eh [Deskripsi dan Hustrasi,
Yogyakarta: CV Adipura Djogja, 2003, hal. 101.

Y Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islarm..., hal. 248,

'® Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah..., hal. 75.
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Apa]agi,| PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menarik iuran dan
sumbangan wajib itu sendiri kedua belah pihak dapat menikmati keuntungan,
sehingga dari padanya jauh dari unsur riba dan untung-untungan, sementara
agama Islam melarang keras terhadap unsur riba sebagaimana firman

Allah SWT :

r
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“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapui berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaram (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah diseba®kan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengam riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ” ((QS. al-Bagarah ayat
273)

Beberapa ulama berpendapat tentang ayat tersebwt di atas seperti Said
M. Rasyid Ridha mensitir pendapat Ibnu Qayyim, adapun riba yang terang
adalah riba nasi‘ah yakni scbagaimana yang berlaku dii zaman jahiliyah.'
Selanjutnya berkata Ibnu Qoyyim, “Atas rahmat dan keadilan Tuhan,
diharamkan perbuatan riba itu, meliputi laknat orang yang memakannya, agen,
juru tulis dan saksi-saksinya.”

Selain itu dampak dari adanya praktek riba tersebwit adalah:
L. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terthadap si miskin
2. Uang modal besar yang dikuasi oleh the haves tidak: disalurkan ke dalam

usaha-usaha yang produktif, pertanian, perkebuman, industry dan

** Fuad Mohd. Fachruddin, Riba dalam Bank. Koperasi, Persercan dan Asuransi,
{Bﬁ.l’ldl.ll'l%é PT. al-Ma’arif, 1993), hal. 38.
Ihid,
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sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerjm yang banyak, yang
sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pmmilik modal sendiri,
tetapl modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang
belum produktif.

3. Bunga menycbabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa
mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si penjamin itu tidak mampu
mengembalikan pinjaman dan bunganya.?!

Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha: mengatakan “Riba
scmacam ini sajalah yang diharamkan menurut Nash al-Qur’an yaiiu riba
nasi'ah yang mercka lipat gandakan atas dirinya orang miskin yang tidak
berkesanggupan membayarnya selama-lamanya. Dan inikah yang meruntuhkan
rumzh {argga, menghapuskan kasih sayang dari jamtung manusia dan
menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata.”

Dengan demikian, berbeda sekali dengan usaha. asuransi kecelakaan
lalu lintas, karena PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pengumpulan dana-dana,
cara yang digunzkan dalam pengumpulannya dilakukan dengan mengadakan
Iuran dan sumbangan wajib tersebut adalah hanya golongzan atau mereka vang
berada atau mampu saja, sedang hasil pengumpulannya akan dilimpahkan juga
kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karema itu jaminan sosial
rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan yangz utama,”

Apalagi PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lamgkah meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, beragam kerja sama dengan para mitra kerja

*! Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyyah, (Jakara: H. Masagung, 1990), hal, 103.

** Fuad Mohd. Fachruddin Riba dalam Bank..., hal, 39.

* Wawancara dengan Bapak Sugiyone, SH sebagai Penanggumg Jawab Pelayanan PT.
Jusa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011,
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Jasa raharja juga terus dilakukan. Di antaranya jasa: raharja melakukan
penandatangan MoU yaitu penanganan korban kecelakaam lalu lintas jalan dan
penumpang dengan Polri (Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan dalam hai ini
dengan berbagai rumah sakit se Indonesia.*

Di dalam pelaksanaan penyaluran santunan jjasa raharja kepada
korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raxya, PT. Jasa Raharja
(Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian IRepublik Indonesia.
Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota perjanjiam kerjasama, sesuai
Keputusan Bersama antara Kepala Kcpolisian Republilk Indonesia dengan
Direktur Utama PT Jasa Raharja No. Pol. : 18/1V/1V/{2004 dan Nomor :
SKEB/06/IV/2004 tanggal 22 April tahun 2004 di Jakamta, tentang petunjuk
pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan komban kecelakaan lalu
lintas, peningkatan kesadaran masyarakat uniuk memenwhi kewajiban sesuai
dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undlang-undang No. 34
Tahun 1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas. >

Santunan asuransi jasa raharja yang disalurkan oflzh PT Jasa Raharja
(Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujiud uang tunai, sesuai
dengan ketentuan yang diatur oleh Keputusan Mentteri Keuangan No.
415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001 besarmya adalah sebagai
berikut :

1. Ahliwaris korban yang meninggal dunia berhak msemperoleh santunan

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

:_: Media Raharja Inspirasi Keselamatan Perjalanan Edisi Agustuss 2010, hal, 5.
Wawancara dengen Bapak Rudy Julianto, SE. QIA scbagai Pimpinan PT. Jasa Reharja

(Persero) Perwakilan Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011.
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Korban yang mendapat cacat tetap berhak mempeiroleh santunan yang
besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase setmagaimana ditetapkan
dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 dari
besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimakswd dalam huruf (a).
Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatam berhak memperoleh
santunan berupa penggantian biaya perawatan dam pengobatan dokter
maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)).

Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalw lintas jalan tidak
mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan
diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah).

Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak alkan diberikan kepada

korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaaan :

1.

2.

Bunuh diri;

Percobaan pembunuhan atau kesengajaan lain pada keorban/ahli warisnya;

. Korban dalam keadaan mabok atau tak sadar;

Melakukan perbuatan kejahatan;%

Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwea PT. Jasa Raharja

(Persero) dalam memberikan santunan kepada para korbam tidak sembarangan,

namun dengan berbagai cara dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpwlan bahwa asuransi

kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) itw merupakan program

* Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH scbagai Penanggumg Jawab Pelayanan PT.

Jasa Raharja (Perseru) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.
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yang dapat menciptakan kemaslahatan umum, dengamn berasuransi dapat
mendatangkan rasa aman pada diri sendiri, karenm sudah ada yang
menanggung resiko dari bahaya-bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa
diri kita walaupun itu belum diketahui kapan terjadinya.. Dengan berasuransi
dapat menumbuhkan rasa setia kawan dan tanggung jawab kepada ahli waris
yang kelak ditinggalkannya dimana hal ini sangat diamjurkan dalam Islam

berkecukupan dan tidak menjadi beban tanggungan orang banyak.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

a. Pelaksanaan akad/perjanjian asuransi di PT. Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Purwokerto tidak melalui Underwriting atau tanpa ada
‘bukti secara tertulis, sikap masyarakat yang membeli tiket angkutan
umum dianggap telah mengetahui isi peﬁanjian dan telah sepakat
terhadap isi perjanjian tersebut.
Tentang prosedur santunan telah sesuai dengan apa yang ada dalam
peraturan, hal ini dibuktikan oleh scbagian nasabah bahwa dalam
pengajuan klaim tidak dipersulit, apabila berkas telah lengkap maka
kurang dari 8 hari dana santunan bisa keluar.

b. Akad/pelaksanaan asuransi di PT. Jasa Raharja Perwakilan tidak
melalui Underwriting berarti sccara hukum Islam telah memberikan
informasi pada pihak nasabah, apabila membeli tiket berarti
menyelujui perjanjian, dapat diartikan bahwa perjanjian yang terjacdi

merupakan perjanjian suka sama suka



72

B. Saran-saran
1. PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto harus lebih giat dalam
mensosialisasikan pelaksanaan perjanjian asuransi
2. Masyarakat agar lebih memperbatikan dalam melakukan perjanjian-
perjanjian terhadap apa yang dilakukannya.
C. Kata Penutup

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang
selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan
lahir batin dan juga keschatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna atas keterbatasan yang penulis miliki.
Oleh karena itu, penelitian ini masih banyak membutuhkan kereksi, perbaikan
den penyempurnaan dari berbagai pihak.

Dan ijinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu baik
bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,

Akhirnya dengan iringan doa dan harapan kehadirat Allah SWT, scmoga
karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
masyarakat pembaca pada umumnya. Amiin Yaa Robbal ‘alamin,

Penulis

]

Ibnu Farobi
NIM. 052622012
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Wawancara dengan Bapak Susilo A.Md selaku Bidang Pelayaman Klaim PT. Jasa
Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.
1. Bagaimanakah perjanjian dalam PT. Jasa Raharja?
Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas yang disediakam oleh Asuransi PT.
Jasa Raharja mempunyai karakteristik yang berbeda dengam asurnasi personal
accident/kerugian. Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas olelh PT. Jasa Raharja
merupakan jenis asuransi sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Kepesertaan pada asuransi sosial bersifat wajib;
2. Kemanfaatanrya memberikan perlindungan dasar rminimal (minimum
floor of income); . :
3. Perlindungannya menekankan pada kecukupan sosiml (social adequacy)
sebagai unsur kesejahteraan;
4, Manfaat dan iurannya ditetapkan dengan undang-undlang;
5. Pelaksanaannya dilakukan secaia monopoli oleh pemerintah;
6. Pendanaan penuh tidak diperlukan karena iuran wajib dari peseria bany,
dan karena programnya dianggap berlangsung tak terhingga;
7. Tidak diperlukan underwriting karena tidak ada seleksi peserta dan
pentarifan secara individual
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam asuransi ini?
Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu antara
penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung atau pemegang polis. Para

pihak didalam Asuransi Kecelakan Lalu Lintas ini diatur didalam ketentuan




Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, tiga pihak yang terlibat dalam Asuransi
Kecelakaan (Askel), yaitu:
1. Pihak pemilik/penguasaha kendaraan bermotor, yamg dapat menjadi
penyebab kecelakaan lalu lintas,
2. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban
kecelakaan lalu lintas.
3. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan
Usaha Miiik Negara (BUMN).
3. Langkah apa sajakah guna mensosialisasikan asuransi ini?

Disetiap tiket angkutan umum kami selalu mencantwmkan asuransi ini,
dalam pcml;ayaran pajak juga kami memberikan sebuah stikerr bahwa anda telah
turut serta dalam asuransi kecelakaan

4. Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan jperusahaan untuk
mensosialisasikan keselamatan?

Dalam kegiatannya Beragam upaya yang tergolong sebagai kampanye
keselamatan tclah dilaksanakan oleh perusahaan ini, mulai dari pemasangan rambu-
rambu lalu lintas, billboard, iklan layanan masyarakat, sosializasi keberadaan Jasa
Raharja ke sekolah-sekolah dan media cetak/elektronik, ‘termasuk pelatihan
pengemudi angkutan umum. Sedangkan untuk pasca-kecelakaan, langkah kreatif
terus ditingkatkan. Misalnya mempersingkat prosedur pemgurusan  santunan,
mekanisme jemput bola, bantuan ambulan kepada rumah sakit serta kepolisian,
pelayanan santunan terpadu, mobile service, dan pembentukan Kantor Pelayanan di
daerah yang mempunyai tingkat kecelakaan tinggi dan memerlulean penanganan yang

lebih cepat,




5. Sudah sesuaikah dengan asas konsensualitas (kesepakatan) antara
perusahaan dengan peseria?

Dalam kegiatannya asuransi ini sudah sesuai dengan ekad yang dibolehkan
Undang-undang yaitu didasarkan pada peserta asuransi bahwa didalam membayar
premi (furan wajib) sudah ada kesepakatan, mereka membeli tiket berarti mereka
mengikuti asuransi ini.

6. Sudah seimbangkah antara pembayaran iuran waji® dengan santunan
peserta yang mengalami kecelakaan?

Pembayaren ivran wajib kepada peserta apabila dibandingkan dengan
jumlah santunan adalah sangat kecil, iuran wajib hanya dikenakan sebesar 5% dari
harga tiket, sedangkan untuk Sumbangan Wajib' hanya dikemakan Rp. 35.000 —
Rp. 400.000 tiap tahun, bisa dibayangkan dengan pemberian santunan apabila
peserta mengalami kecelakaan yang jumlah santunan terbesanya adalah Rp,
25.000.000

7. Langkah-langkah apa sajokah yang dilakukan guna memberikan
pelayanan yeng prima?

Pola Jemput Bola untuk mendukung percepatan penyelesaian /pembayaran
santunan sampai saat ini tetap dilakukan secara konsisten dan tidak hanya terfokus
kepada korban meninggal dunia, melainkan korban yang mengalami luka-luka
juga mendapat perhatian yang sama. Kerjasama dengan Instansi terkait seperti
Jajaran Satlantas dan Rumah Sakit juga terus dibina, denwan harapan untuk
memberikan kemudahan kepada pihak korban / ahli waris korban dalam

pengurusan santunan. Untuk mendukung kecepatan penyelesakan santunan namun



tetap memperhatikan aspek kepastian dan keakuratan dalam mengambil
kesimpulan terhadap kewajaran kuitansi biaya perawatan maupun tingkat
(prosentase kecacatan) juga sudah disediakan Dokter Konsultan Perusahaan yang
ditempatkan di Kantor Cabang maupun Kantor Perwakillan. Dalam kondisi
tertentu kunjungan ke rumah korban juga dilakukan, khususnya apabila korbannya
memang sulit untuk datang ke Kantor. Yang jelas dalam pelaksanaannya tidak
perlu mempermasalahkan jaraknya jauh atau dekat. Sesmai dengan budaya

perusahaan dari JP Insurance yaitu:

1. Jujur dalam bertindak

2. Disiplin dalam bertindak

3. Tanggap dalam memberikan layanan perlindungan
4. Cermat dalam menciptakan solusi perlindungan

5. Santun dalam menjadi mitra sekaligus sahabat perlinduingan

Peserta asuransi berhak menerima klaim (vang samtunan) jika terjadi
musibah, klaim akan dibayarkan setelah berkas yang disyaratlean dalam polis telah
lengkap dan disetuji oleh perusahaan,dalam pengelolamnnya, perusahaaan
megedepankan prinsip kehati-hatian, kerelaan para peserta dan keterbukaan agar
perjanjian dapat berjalan dan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, secara
tidak langsung telah memberikan kemaslahatan kepada maswarakat luas karena

memberikan keadaan tenang dan tentram dalam berlalu lintas,

Pemberian santunan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang,disamping mudah dalam pengajuannya jjuga cepat dalam



pemberian santunannya, guna melindugi dari pemotongan-pemotongan dana dari
pihak tertentu sekarang PT. Jasa Raharja memberikan samtunan dalam bentuk

transfer ke rekening penerima santunan



Daftar wawancara dengan nasabah yang pernah mengajukan ilaim

1.

Sudsh tahukah saudara ketika membeli tiket berartti saudara membayar
premi asuransi?

Apakah saudara mengetahui bahwa didalam tiket ysang saudara beli ada
pemberitahuan keikutsertan asuransi kecelakaan?

Perasaan saudara ketika mengetahui bahwa anda menjgikuti asuransi?
Apakah anda setuju dengan adanya Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib?
Dengan premi asuransi sebesar 5% dari harga tiket appakah saudara rela?
Manfaat apa sajakah yang saudara rasakan?

Apabila selama hidup saudara tidak mengalami keaelakaan apakah ada
-rasa mengganjal karena selalu membayar iuran?

Dalam pengajuan klaim apakah mengalami banyak masalah (dipersulit dan

sebagainya)?




HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Jasa

Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011.

1. Bagaimana sejarah PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto?
Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengedepankan
pelayanan pada masyarakat, terutama mereka vang menjadi korban kecelakaan
lalu lintas jalan dan penvmpang umum. Berdasarkan PP. No. 8 Tahun 1965
terhitung sejak 1 Januari 1965 dibentuk sebuah badan hukum baru dengan
nama “Perusahaan Negara Asuransi Kémgian Jasa Raharja” dengan tugas
khusus mengelola pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang menyantuni korban
kecelakaan penumpang darat, laut dan udara, dan UU no. 34 Tahun 1964
tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, yang menyantuni korban
kecelakaan lalu lintas akibat tertabrak kendzraan vermotor, kereta api.
Penunjukan PNAK jasa raharja sebagai pengelola kedua Undang-urdang
tersebut terhitung sejak 1 Januari 1965. Selanjutnya bisa dibaca di Media
Raharja Edisi Agustus 2010.

2. Apavisi dan misi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan
penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan

kebutuhan masyarakat.




b. Misi
Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja

1) Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar
dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

2) Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai
penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta
Badan Usaha Milik Negara.

3) Bakti kcpada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan
kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi
kesinambungan Perusahaan.

4) Bakti kepada Lingkungar, dengan memberdayakan potensi
sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan

3. Bagaimana siruktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan
Purwokerto?
Terlampir
4. Apa fungsi dan kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?
a. Fungsi
Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-
undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang
iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan dihimpun dan selanjutnya
disaluran kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan,
scbagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan
dan jaminan negara kepada rakyatnya Yang mengalami kecelakaan, sedang

obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan Jaminan terhadap

'——h—



kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari
kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya
pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

. Kegiatan

Kegiatan pokok PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menghimpun dan
memupuk dana masyarakat melalaui iuran dan sumbangan wajib, untuk
selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berwujud
santunan jasa raharja, terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa
Raharja (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya berdasar atas Iuran
wajib yang dijumin oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Keceiakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintak
No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Sumbangan wajib yang
dijamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan
Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Mengetahui,
lepman PT Jasa Raharja (Persero)




Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan
PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.
i, Bagaimana isi perjanjian dan isi polis dari pada asuransi kecelakaan lalu
lintas?
a. Perjanjian
1) Data calon pemegang polis
2) Data asuransi
3) Data penerimaan santunan
4) Data agen
~35) Data keterangan singkat kejadian kecelakaan
6) Data keterangan keschatan
7) Hasil penelitian kesehatan
8) Pernyataan calon pemegang polis
b. Isi Polis Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
1) Kasus kecelakaan
2) Identitas kendaraan yang terlibat kecelakaan
3) Identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaan
4) Kesimpulan kecelakaan
J) Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Kecelakaan lalu lintas
2. Bagaimana cara/sistem pembayaran dana premi dan sumbangan?
& Dasar Hukum Pelaksanaan
1) UU Noc.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.




2)

1)

2)

3)

1)

2)

UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo.

PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

. Jenis Premi

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa
Raharja (Persero) dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib
(IW) dan Sumbangan Wajib (SW).

luran Wajib dikutip atav dikenakan kepada penumpang alat
transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan
sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP
No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor
umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km)
dibebaskan dari pembayaran juran wajib tersebut.

Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha
kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP

No.18/1965).

. Besaran Premi dan santunan

Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan
Santunannya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Waiib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan



dan Juran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau,
Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.
d. Teknis Pengutipan Premi
1) Iuran Wajib
Penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum
membayarkan juran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada
saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini
dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi
tersebut
2) Sumbangan Wajib
Pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap
tahunj di kartor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
J. Apa persyaratan/prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan ganti
rugi/santunan dan pengertian ahli waris?
a. Ketentuan ahli waris
Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia
diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:
1) Janda atau dudanya yang sah
2) Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya

yang sah



3) Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada

orang tuanya yang sah
b. Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah

1) Pengertian dari anak dan orangtua sah tidak selalu pengertian anak kandung
dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri
disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.

2) Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan
kedudukannya sebagai ahliwaris sah apabila telah mendapat putusan
dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

4. Apa arti penting/manfaat dari adanya klaim asuransi jasa raharfa?
Jaminan perlindungan sctiap warga negara olenh negara, jaminan terhadap
keselamatan penumpang ditutup asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan
cleh perusahaan asuransi jasa raharja. Premi atau santunun asuransi jasa
raharja ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib
(IW) ditambahkan kepada harga kareis penumpang dan Sumbangan Wajib
(SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) setiap tahun, Premi yang dipungut selanjutnya disetor kepada
penanggung PT. Jasa Raharja (Persero). Dengan demikian maka arti penting
santunan jasa rahafja adalah upaya perlindungan masyarakat dari
pemerintahnya, dalam upaya memberikan jaminan kepastian akan kejadian
musibah kecelakaan lalu lintas di jala raya yang diakibatkan oleh alat angkut

kendaraan bermotor.



5. Dalam pengumpulan dana, dana yang digunakan untuk apa saja selain untuk
pembayaran dana santunan?
Undang-undang No, 34 Tahun 1964 Pasal 2 ayat (1) Pengusaha Pemilik alat angkutan
lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan tiap tahun kepada Dana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal | (Dana ialah dana yang terhimpun dari
sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas
jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu
lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan). Pasal 4 ayat (1) setiap orang yang
menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat
~angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, akan membsri kerugian kepaldanya
atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah. Selanjutnya PT. Jasa Rahaja (Persero) untuk dapat mengatur
penggunaan tersebut, dana terhimpun tersebut secara efektif dan efisien, perlulah
dana-dana yang dapat diinvestasikan iti, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah.
Suatu Perusahaan Negara PT. Jasa Raharja (Persero) yang harus mengadministrasi
dana-dana tersebut secara baik schingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan
dana-dana tersebut, yaitu :
a. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan
kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
b. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan
kecelakaan lalu lintas jalan;
c. Tetap tersedianya “investible-funds” yang dapat diperpunakan oleh
Pemerintah untuk tujuan preduktif yang non-inflatoir
0. Apakah PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menggalang dana dan sumbangan

mengadakan kerja sama dengan aparat-aparat pemerintahan?



PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai langkah meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, beragam kerja sama dengan para mitra kerja jasa raharja juga terus
dilakukan. Di antaranya PT, Jasa Raharja (Persero) melakukan penandatangan Mol
yaitu penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang dengan Polri
(Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini dengan berbagai rumah sakit se

Indonesia.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Pelayanan
PT. Jasa Rﬂl'w.qa {Psarsero)




DIBERIKAN DENGAN

JASA RAHARJ A  CUMA-CUMA

Utama dolam pedindungan, prima dalom pelayanan

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN
(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris Korban)

Bertanda tangan dibawah ini, sava :
Nama ; Umur : Tahun. Pekerjaan :

Hubungan dengan korban
Alamat lengkap dan No. Telp. :

Mengajukan berkas santunan : [] Meninggal Dunia di TKP [] Luka-Luka [] Catat Tetap
[J Luka-Luka+ Meninggal Dunia [0  Luka-luka + Catat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari ................ e tangEal e Jam o Tempat
kejadian kecelakaan di ... SRR o e VA 00T T\ b kB A 4 A o A e
Atas Nama korban :
Jenis kelamin & Status ;[ Laki-laki [] Perempuan [] Janda [] Duda [ Nikah

[ Beluim Nikah
Umur/Tanggal lahir - Pekerjaan :
Alamat lengkap & No. Telp. |
Akibatdari;

[J Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara) )

] Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih [] Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
(] Tabrak Lari [J Tenabrak Kereta Api [0 Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum

[J Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

L Pengemudi Anghkutan Umum L Kernet O Penumpang Angkutan Umum

0 Penumpang Bukan Angkutan Umum [J Pilot/Nahkoda/Masinis

O Xru Pswi-Udara/ABK/Kru Kercta Api O Pengendara KBS/TNI/POLRI O Pembanceng
[0 Pejalan Kaki/Penyeberang jalan [1 Pengerndara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor,

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan

U SepedaMotor O Sedan O Jeep O Mini Bus O Bus O PickUp O Truck
O Ambulance O Trakior O Kendaraan bermetor Roda Tiga

0O Kendaraan bermotor milik ABRI O KeretaApi [ Kendaruan tigak bermotor

Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.

Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili aliliwaris korban,

Asli Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah SakitPuskesmas.

Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawal korban

Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yvang diajukan |

KTP/ldentitas lain berlaku O Surat Nikah O Aka Kelahiran O  Kartu Keluarga
Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korbar/ARIIWAriS © .ooooeooeoooooooooooo

O00oooa

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa
Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar, Apabila dikemudian hari terbukti tidak
benar. saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum vang berlaku dan bersedia
mengembalikan semua santunan yang telah saya terima,

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan vang berlaku.

Diterima Yang Mengajukan
Pada Tanggal, .o Tanda Tangan / Cap Jempol

Petugis Tasa Raharja NamaJelas

Catatan ; [J  Bern Tanda X (kali) sesual pernyataan Anda.

m



= ]

JASA RAHARJA ™

Utama dalom perlindungan, prima dalam pelayanen

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN
(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan ¢

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang LAIIIYA © oecccicc.uusieeesssesssssmssesosesssssssetssssestssssmsssssorsesssssosesesseeene
Nomor ! ..o P R L Tampenl i sty Jam s Lokasi Kejadian Dj
Terjadi Kecelakaan, pada Hari ... TAZEAL oo JO o

O Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)

O Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau Lebih [] Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
O Tabrak Lari  [] Tertabrak Kereta Api [] Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.

0O Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi /Instansi Lainnya terlampir)

. Indentitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :
Keterangan Kendaraan Penvebab Kecelakaan Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi
Alamat
MNomor Polisi dan SIM Golongan : A/B/C Golongan : A/B/C
Merk /Type
Jenis Kendaraan dan Golongan Golongan Golongan
Tahun Pembuatan/Silinder il ) s
Nama Pemilik _ ' Silinder  : Silinder
Alamat
Plat Kendaraan . . ; ; ; :
I 8
Lunas SWDKLLI/W gfga{l_;?{unlngﬂ' Iy L-‘P(_:Z_lLf{erD g-'i:[ ';‘r;?{“ITTTUPOLMC?

Nama KA/KL/KS/F
Nama Maskapai Penerbangan

*} Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri,

. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :
No | MNama ! lenis kelaminTTmur Pekerjaan Alamat MD LK

KASUSHYA TERCATAT DALAM MUTASI KECELAKAAN
POLRHES BANYUMAS
;[ oG AN e o] L

PARAF

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendir.

e

Kesimpulan Kecelakaan :
Ruang Lingkup Jaminan Jenis Pertanggungan Status Karban
U Terjamin UU. No.33/1964 [J Penp. Kendaraan Bermotor Umuin L] Pengemudi Angkutan Umum
O Tidak Terjamin UU.N0.33/1964 |0 Penumpang Kereta Api O Kemet
O Terjamin UU. No. 34/1964 O Penumpang Kapal LauyS/DVF O Penumpang Angkutan Umum
O Tidak Terjamin UU. No.34/1964|0 Penumpang Pesawat Udara O Penumpang Bukan Angkutan Umum
U EG. Tabrakan 2 Kendaraan 00 Kendaraan Bermotor Sipil O Pilot/Nahkoda/Manisis
O Kendaraan Bermotor TNVPOLR]T O Kru Pswt Udara/ ABK/Kru kereta Api
L0 Kereta Api O Pengendara KBS/ TNIPOLRI
O Pembonceng
O Pejalan Kaki/Sejenisanya
O pengendara / penumpang Kendaraan
Tidak Bermotor
Mengetahui
Ka. Bag/Kanit/Ka. Perwakilan, Pewngns Jasa Raharja.

e



KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat )

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan :

Milik - O Pemerintah [J Swasta

Alamat

Menerangkan bahwa pada tanggal ..........cccccoooceveiivevenescnnenen telah memeriksa korban
akibat Kecelakaan ...............oooviiiieeee e s ee s ens e

Atas Nama

Jenis Kelamin  : [J Laki-laki [0 Perempuan Umur : Thn,
Alamat

Keadaan korban : [ Meninggal Dunia [J Luka berat [J Luka Ringan [ Cacat Tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban
L. Penyakit yang diderita (Diagnosa):

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

___Tindakan Pertolongan Tempat Waktu
- Pcrtc-longén pertama di Tanggal s.d.
- Tindakan operasi di Tanggal s.d.
- Perawatan di Tanggal s.d.
- Berobat jalan di Tanggal s.d.
- ljimjuk ke Tanggal

Penjelasan singkat tindakan:operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenamya,
I s i Tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang.

{(Nama dan Jabatan ............ccoeveien. )
O Berikan tanda ( y )
@ Formulir ini disediakan seeara Cuma-Cuma oleh PT, Jasa Raharja (Persero)

B e e e SR



KETERANGAN AHLI WARIS
(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan

Meuerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 (dua)
dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

2. Identitas Korban :
Nama :
Jenis kelamin - O Laki-laki O Perempuan
Umur/tanggal lahir : J
Status pernikahan : [ Nikah O Janda [ Duda ‘[0 Belum Nikah
Alamat :

3. Ahliwaris Korban : -
Nama z
Hubungan dengan korban : U janda/Duda [0 Anak [ Orang tua
Umur/tanggal !ahir 3

“Alamat r [ O o O
Surat Nikah/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga : No. Tanggai
Dikeluarkan di :
Kartu Tanda Penduduk : No. Tanggal
Dikeluarkan di :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
B A N R S U b peue SR .. verermremesmsrs s csrssmmspresmmsetme e oesrarn

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

{(Nama dan Jabatan ................ )
O Berikan tanda (¥ )

@ Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma olch PT. Jasa Raharja (Persero)




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat ; J1. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

mor : Sti.23/PK.I/PP.009/ 1951 /2010 Purwokerto, 30 November 2010
p. -
Hal : Permohonan [jin Riset Individual

Kepada Yth. ;

Kepala Bakesbangpol dan Linmas

Kabupaten Banyumas

di

Purwokerto

Assalamu ‘alaikum Wr. Wh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan
Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami
sebagai berikut:

1. Nama : Ibnu Farobi

2, NIM : 052622012

3. Semester : XI (Sebelas)

4. Jurusan/Prodi : Syari’ah/Muamalah

6. Judul : Akad Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. Asuransi Jasa
Raharja Purwokerto)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

l.  Obyek : Pelaksanaan Akad Asuransi Jasa Raharja
2. Tempat/Lokasi  : PT. Asuransi Jasa Raharja Purwokerto
3.  Tanggal Riset : 30 November 2010 — 30 Februari 2011
4 Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

An. KETUA

ohmad, M.Pd.

9661222 199103 1 002

Tembusan:
Disampaikan kepada Yih.

. BAPPEDA Kab. Banyumas
2. Kepala Kantor Litbang Kab.Banyumas
3. Pimpinan PT. Asuransi Jasa Raharja Purwokerto




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO
Alnwext= JL Jend. A. Yzui No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Parwokerio 53126

SURAT PERINTAH
Nomor : SHL.23/PK.I/PP.009/2027/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

1. Nama : Ibnu Farobi

2. NIM : 052622012

3. Semester : XI (sebelas)

4. Jurusan/ Program Studi : Syariah / Muamalah
5. Tahun Akademik : 2010-2011

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data
dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Akad Asuransi pada PT. Asuransi Jasa Raharja
2. Tempat/ Lokast : PT Asuransi Jasa Raharja Purwokerto

3. Tanggal Riset : 13 Desember 2010 — 13 Maret 2010

4. Metode Peneiitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Yang Beriugas,

A
R ¥ &2t 5 ._'-_‘ \.
'_' . L, i) ‘
\ ol /
o o 0

Ibnu Farobi
Nibh. 052622012




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
J . Prof. Dr. Socharso No. 45 Tel. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nemor : 070.1/1524 X111 2010

l. Dasar 1.  Sural Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004
Perihal Penyederhanaan Prosedur ljin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupalten Banyumas Nomor 27 Tahun 72008 tentang
Pembentukan, Sususan Organisasi dan Tata Kerja Lembacg= Teknis Daerah —-
Kabupaten Banyumas

Il.  Membaca © Suratdari Pembantu Ketua I Bideng Akacemik STAIN Purwo=-
kerto tanggal 30 Nevenrer 2010 Nomor : Sti.23/PK,I1/PP,
009/1951/2010 parihal Perrmohcnen Ijin Riset Individual,

lll. Pertimbangan Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada
masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesaluan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupat:n Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesualu kegiatan
ilmiah dan pengabdian kepada masyarakal dalam wilayah yang dil::kukan oleh :

Mama ;. IBNU FAROBI

Afariat - Pgairsman Kidul Rt 03/11 Kec, Pekuncen,

Pekerjaan I Mabssiswi

Kebangsaan ! Intlonesisa

Judul Penelitian . Aked Asuraunsi Jass Hahar s Perapektif Hukum Islam

(Stuai Anelisl dil PT Asurarsi Jasa Raharja Pwt).

Bidang » Akademlk :
Lokasi Penelitian ¢ PT Asuransi Jesn Rahwrjs Purviokertoe
Lama berlaku : 3 bulan

Pengikut -

Penanggung Jawab @ DLrs, "ohmaa, k,Pa,

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKLT :

1.  Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak vilaksanakan untuk tujuan |ain yang dapal berakibat melakukan

tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku,

Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.

Mentaati segala ketentuan dan perzturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat

pemerintah yang berwenang.

4. Apabila masa berla'w Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum
selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemahon.

2.
3.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : D.KELUARKAN DI : PURWOKERTO
1. Ka Bappeda Kab. Banyumas PADA TANGGAL 113 Uegember 2010

2. fimpinan PT Asuransi Jasa

Al KEPACABAKESBANGPOLLINMAS
ranarje Purwokerto, A K ABUPATEN BANYUMAS
7.5 KABIL FALPOL

v e,
i TEE i fEr g

\ A T NG, ok

* Noniaan
\;_\‘ PEMBINA TK. I

Y. NIP, 19580207 198603 1 097




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jin. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0287) 632548 Fax. 640715 Purwokerla
———————— — = = —— T

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070.1/ 918 /Xl /2010

l.  Membaca » 1. Suratdari Pembantu Ketua | Bidang Akademik STAIN Purwokerto nomor ;
SH.23/F K UPP.00S195 /2010 TANGGAL 30 Nopember 2010 perhal Permohonan Iin Riset Individu
2. Sural Rekomendasi Penelitan Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas  nomor -
070.1/1524/X1172010 tanggal 13 Desember 2010

Il.  Menimbang * Bahwa kehijaksanaan mongenal kegialan fimish dan pengabdian kepada masyarakat peru dibanly
pengembangannya.
lil.  Memberikan lzin kepada :
1. Nama : IBNU FARUBI
2.  Alamal ! Pasiraman Kidul RT 03| Kec. Pe wncen
% Pekerjaan . Mahasiswa
4. Judul Panslifan : AXKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA PERSPEKTIF HUKI M

ISLAM ( Studi Pada PT. Asuransi Jasa raharja Purwoker o)

5. Bidang \ SByarish Muamalah
6. Lokas! Penalitian +  Kabupaten Banyumas
7. Lama Berlaku 3 bulan 13 Desember 2010 sid 13 Maret 2011
8. Penanggung Jawab ¢ Drs, Rohmad, M.Pd
9. Pengikut D= ofang
V. Unluk melaksanakan kegialan mish dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumnas dengan .
kelentuan sobaga berikut :

a. Pelaksanaan kegialan dimaksud tdak diaksanakan untuk tjuzn lain yang dapal berakibat meieackan tindakan
pelanggaran terhadap paraturan perundang-undangan yang beraku.

b. Sebelum melaksanakan regiatan dimaksud, terfebih dahuly melaporkan kepada penguasa selempat,
Menaati segala kelentuan dan peraturan-peraturan yang berlcku juga pe unjuk-petunjuk dar pe‘abat pemerintah
yang berwenang.

d. Apabila masa berlaky Swal lzin Peneftian sudah berakhz, sedangkan pelaksanaan kegiatan bewum selesa,
perpanjangan wak harus diajukan kepada instans: pemohon.

e. Selelah selesai pelaksanaan kegialan dimaksud menyerahkan hasinya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas
Up. Bidang Penefitian, Pengembangan dan Stafistk Bappada Kabupaten Manyumas.

DIKELUARKAN DI PURWOKERTD
FPADA TAMGGAL i Desembg: 2010
DA KABUPATEN BANYUMAS

ol (K YT

- SUGIARTY g
TEMBUSAN disampaikan kepada Yih. : L W Pembind A ~
1. Kepala Rakesbangpoilinmas Kat. Banyumas; b2 NIP,196_510121935091001

2. Pembaniu Ketua | Bidang Akademik STAIN Purwokerto
3. Pimpinan PT. Jasa Raharja Purwokerto
4. Arsip (B.dang Peneliian Pengembangan Statistik Bappeda Kab. Banyumas)




DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Ibnu Farobi
Tempat Tanggal Lahir: 25 juli 1984
Kewarganegaraan  : Indonesia
Alamat : Pasiraman Kidul RT 03/II Kec. Pekuncen Kzb, Banyumas

Nama Orang Tua

a. Ayah : Rodat

b. Ibu : Rifngati
Pekerjaan Orang Tua :

a. Ayah : Wiraswasta

b. Ibu : Wiraswasta

Pendidikan Formal

SD N 1 Pasiraman Kidul Lulus Tahun 1996
SMP N 1 Ajibarang Lulus Tahun 1999
SMK Bina Teknologi Lulus Tahun 2002
STAIN Purwokerto Lulus Tahun 2011

ol I

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 6 Juli 2011

Penulis

Ibnu Farobi
NIM. 052622012




